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Ilma Zahrotun Naili, 2021 : Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Tulungagung 
Terhadap Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 
Anggaran 2020 (Studi Desa Bendosari Kecamatan Ngantru) 
Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 
Dosen Pembimbing 1: Irma Fitriana Ulfah, S.IP., M.Si. 
Dosen Pembimbing 2 : Fathur Rahman, S.IP., MA. 
Munculnya wabah virus Covid-19 di Indonesia pada Maret 2020 memberikan dampak 
negatif terhadap berbagai sektor pemerintahan, termasuk sektor sosial dan ekonomi 
masyarakat. Hal ini menjadikan pemerintah memberikan berbagai bantuan kepada 
masyarakat untuk meringankan beban perekonomian mereka, salah satunya dengan 
program BLT-DD. Dengan anggaran untuk pemberian BLT-DD yang cukup besar, 
agar tidak terjadi penyelewengan dalam penggunaannya diperlukan pengawasan dari 
berbagai pihak, salah satunya DPRD yang merupakan wakil rakyat di pemerintah 
daerah. Pengawasan DPRD untuk program BLT-DD juga dilakukan di Kabupaten 
Tulungagung. Pengawasan tersebut dilakukan oleh Komisi C yang membawahi bidang 
keuangan dan kesehatan dengan cara sidak langsung ke beberapa desa yang ada di 
Kabupaten Tulungagung, salah satunya di Desa Bendosari Kecamatan Ngantru. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan 
data menggunakan observasi atau pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penyaluran BLT-DD di Desa Bendosari 
sudah dapat membantu meringankan beban masyarakat dimasa Pandemi Covid-19 dan 
tidak ditemukan adanya penyelewengan dana yang masuk ke rekening pribadi 
perangkat desa atau bentuk penyelewengan dana lainnya. Namun, pengawasan yang 
dilakukan oleh DPRD Kabupaten Tulungagung khususnya Komisi C dapat dikatakan 
lemah serta kurang maksimal karena bukan merupakan tugas pokok dan fungsi 
langsung yang dimiliki oleh DPRD yang ditetapkan dalam peraturan khusus. Oleh 
karena itu, pengawasan DPRD terhadap penyaluran BLT-DD dilakukan bersama 
dengan dinas sosial yang merupakan mitra kerja Komisi C yang berperan langsung 
dalam penyaluran berbagai bantuan pemerintah dimasa pandemi. Selain itu, 
pengawasan yang dilakukan oleh DPRD kurang maksimal karena adanya kelebihan 
anggaran dana untuk alokasi BLT-DD, yang seharusnya maksimal 30% dari dana yang 
diperoleh tetapi di Desa Bendosari dialokasikan sebesar 43,8% luput dari pengawasan 
DPRD. Hal ini kemudian menjadi koreksi agar DPRD lebih meneliti terkait peraturan 
yang mengatur program yang diawasi serta untuk Desa Bendosari juga harus 
mengurangi jumlah penerima manfaat BLT-DD ditahun anggaran 2021 sesuai dengan 
peraturan yang ada. 
 
Kata Kunci : Covid-19, Pengawasan, Komisi C DPRD Kabupaten Tulungagung, BLT-





Ilma Zahrotun Naili, 2021 : The Supervisory Function of the Tulungagung 
Regency Regional House of Representatives on the Distribution of Village Fund 
of Cash Direct Aid (BLT-DD) for the Fiscal Year 2020 (Study of Bendosari 
Village, Ngantru Sub-district) 
Thesis Government Study Program, Faculty of Social and Politics Sciences 
Supervisor 1 : Irma Fitriana Ulfah, S.IP., M.Si. 
Supervisor 2 : Fathur Rahman, S.IPI., MA. 
The emergence of the Covid-19 virus outbreak in Indonesia in March 2020 has had a 
negative impact on various government sectors, including the social and economic 
sectors of the public. This urges the government to provide various assistance to the 
public to ease their economic burden, one of which is the BLT-DD program. With the 
budget for the provision of BLT-DD which is quite large, To avoid fraud in utilizing 
the quite large budget for the provision of BLT-DD, supervision from various parties 
is needed, including the DPRD which is the representative in the local government. 
Regional house of representative supervision for the BLT-DD program was also 
implemented in Tulungagung Regency. The supervision was performed by 
Commission C which was in charge of finance and health by direct inspection to several 
villages in Tulungagung Regency, including  Bendosari Village, Ngantru Sub-district. 
This study used descriptive qualitative methods with data collection techniques using 
observations, interviews, and documentation. The results of this study indicated that 
the distribution of BLT-DD in Bendosari Village had been able to ease the burden on 
the community during the Covid-19 pandemic and there were no misappropriations of 
funds that went into the personal accounts of village officers or other forms of 
misappropriation of funds. However, the supervision performed by the regional house 
of representative Tulungagung Regency, especially Commission C, was still weak and 
less than optimal because it was not the main task and direct function of the DPRD as 
stipulated in the special regulation. Therefore, the regional house of representative 
supervision on the distribution of BLT-DD is performed together with the social 
service which was a working partner of Commission C. Commission C played a direct 
role in the distribution of various government assistance during the pandemic. Besides, 
the supervision performed by the regional house of representative was less than optimal 
due to an excess of budget funds for the allocation of BLT-DD, which should have 
been a maximum of 30% of the funds obtained. Meanwhile, in Bendosari Village, the 
budget fund of 43.8% was allocated, which was not monitored by regional house of 
representative. It needs to be corrected by regional house of representative to further 
examine the programs supervised by government regulations. Bendosari Village must 
also reduce the number of BLT-DD beneficiaries in the 2021 fiscal year, according to 
the existing regulations 
Keywords : Covid-19, Supervisory, Commission C house of representative 
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Alokasi Dana Desa 
(ADD) 
Anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada 
desa yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah serta 
dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah 
yang diterima oleh kabupaten. 
Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara 
(APBN) 
Rincian daftar yang dibuat secara sistematis berisi 
rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu 
tahun anggaran (1 Januari – 31 Desember) 
Demokratis Bersifat demokrasi (bentuk atau sistem pemerintahan 
yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah melalui 
perantaraan wakilnya). 
Efektif Suatu usaha untuk mendapatkan tujuan, hasil, dan target 
yang diharapkan sesuai dengan waktu yang telah 
ditetapkan baik personal ataupun perusahaan. 
Efisien Tepat atau sesuai dalam mengerjakan (menghasilkan) 
sesuatu (dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga, 
biaya). 
Ekonomis Mampu meminimumkan pengeluaran uang, pemakaian 
barang, dan penggunaan waktu untuk sebuah aktifitas 
dengan memperhatikan kualitas yang memadai. 
Hibah Pemberian (dengan sukarela) dengan mengalihkan hak 





Inklusi Istilah yang digunakan oleh penyandang disabilitas dan 
para pegiat hak-hak penyandang disabilitas yag 
menegaskan sebuah gagasan bahwa setiap orang harus 
secara bebas, terbuka, dan tanpa rasa kasihan 
memberikan kemudahan atau akomodasi kepada 
penyandang disabilitas, tanpa penolakan, dan atau 
hambatan apapun dalam seluruh aspek kehidupan 
masyarakat. 
Investasi Penanaman aset atau dana yang dilakukan oleh sebuah 
perusahaan atau perorangan untuk jangka waktu tertentu 
demi memperoleh imbal balik yang lebih besar di masa 
depan. 
Legitimasi Pernyataan yang sah (menurut undang-undang atau 
sesuai dengan undang-undang) 
Mekanisme Sebuah proses pelaksanaan suatu kegiatan yang 
dilaksanakan seseorang 
Otonom Berdiri sendiri, dengan pemerintahan sendiri 
Pajak Daeran dan 
Retribusi Daerah 
(PDRD) 
Pungutan oleh daerah yang merupakan salah satu hak 
daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. 
Pandemi Wabah penyakit yang terjadi secara luas di seluruh 
dunia. 
Pendapatan Asli Desa 
(PADesa) 
Hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan 
partisipasi masyarakat dan lain-lain Pendapatan Asli 
Desa yang sah. 
Rapat Paripurna Rapat anggota yang dipimpin oleh pimpinan DPR dan 
merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan 





Wabah Suatu penyakit yang mulai menyebar dan menulari 
penduduk dengan jumlah lebih banyak daripada 











1.1 Latar Belakang Masalah 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat 
ditingkat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, 
sesuai yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 3 UU No.23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah. Dalam menjalankan tugasnya DPRD memiliki tiga fungsi, yaitu 
fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Ketiga fungsi yang dimiliki 
oleh DPRD dijalankan dalam rangka upaya untuk mengemban amanah rakyat dan 
sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilakukan oleh 
DPRD sebagai wakil rakyat di pemerintahan. 
Salah satu fungsi penting yang dimiliki oleh DPRD adalah fungsi pengawasan. 
Secara umum, fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPRD diatur dalam pasal 343 
UU No.27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD serta pasal 153  UU No.23 
tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Fungsi pengawasan yang dimiliki DPRD 
dilakukan sebagai bentuk usaha untuk mengawasi tindakan atau kebijakan pemerintah, 
fungsi pengawasan yang dilaksanakan terhadap peraturan daerah ataupun peraturan 
bupati dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). DPRD juga dapat 
melakukan pengawasan ke daerah pemilihannya atau ke desa-desa melalui reses. Selain 






kerja bersama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi mitra kerja 
DPRD. 
Desa merupakan unit pemerintahan terkecil di suatu negara yang diakui dalam UU 
No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan undang-undang tersebut, desa dapat 
diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang terdapat di suatu wilayah tertentu 
yang memiliki kewenangan untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan desa  
di sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang berada dalam wilayah 
kabupaten/kota. Walaupun desa sebagai unit terkecil dalam sistem pemerintahan suatu 
negara, namun keberadaan desa menjadi sangat penting karena desa lah yang lebih 
dekat dengan masyarakat sehingga mampu mendengarkan aspirasi masyarakat lebih 
baik dari tingkat pemerintahan di atasnya. Selain itu, jika pembangunan di desa berjalan 
dengan baik, maka tujuan pemerintah pusat untuk meratakan kesejahteraan masyarakat 
dan pembangunan yang merata dapat terwujud. Dengan demikian dapat dikatakan 
bahwa desa merupakan garda terdepan dalam mencapai keberhasilan atas segala 
program dan urusan dari pemerintah pusat. 
Dalam menjalankan urusan pemerintahannya, desa memiliki dana pendapatan 
yang bersumber dari PADesa (Pendapatan Asli Desa), Dana Desa (DD), bagian dari 
PDRD (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah) Kabupaten/Kota, ADD (Alokasi Dana 
Desa), bantuan keuangan dari APBD provinsi/kabupaten/kota, hibah, dan sumbangan 
pihak ketiga, dan lain-lain pendapatan yang sah.1 Hal ini bertujuan agar pemerintah 
                                               
1 Nyimas Latifah Letty Aziz, “Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa”, Jurnal Penelitian Politik Vol. 13 No. 2, Desember 




desa dapat memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat salah satunya dengan 
melaksanakan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah pusat sejak tahun 2015 
memberikan  dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(APBN) yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota. Pengawasan ini didasari oleh 
dalam jangka panjang, jumlah dana desa yang diberikan ke desa akan semakin besar 
namun tidak diimbangi dengan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia yang 
mengelola keuangan desa. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam merencanakan 
serta mengawasi penggunaan dana desa masih kurang.2 
Jumlah pembagian dana desa disetiap desa yang ada di Indonesia tidak sama, 
karena dihitung berdasarkan beberapa faktor, yaitu: (1) jumlah penduduk; (2) luas 
wilayah; (3) angka kemiskinan; dan (4) kesulitan geografis. Dalam Peraturan Menteri 
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Tranmigrasi Republik Indonesia No.6 
Tahun 2020 (Permendes PDTT RI) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, 
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No.11 tahun 2019 tentang Prioritas 
Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 disebutkan bahwa secara umum, penggunaan dana 
desa diprioritaskan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat yang 
kemudian wajib dipublikasikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat desa di ruang 
publik agar dapat diakses oleh masyarakat desa setempat. Adanya publikasi ini 
dimaksudkan sebagai salah satu cara agar masyarakat umum dapat meninjau 
penggunaan dana desa serta meminimalisir adanya penyalahgunaan anggaran. 




Munculnya wabah virus Covid-19 di Indonesia pada Maret 2020 memberikan 
dampak negatif terhadap berbagai sektor pemerintahan, termasuk sektor sosial dan 
ekonomi masyarakat, karena virus ini menyebar sangat cepat dihampir seluruh provinsi 
dan tidak adanya persiapan awal yang baik dari pemerintah untuk melawan laju 
penyebaran virus Covid-19. Banyak sekali masyarakat yang kehilangan pekerjaan 
sehingga menyebabkan ekonomi mereka terpuruk. Bahkan, wabah ini diproyeksikan 
dapat menambah jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 3,6 juta jiwa di akhir 
tahun 2020.3 Oleh karena itu, pemerintah berusaha membantu masyarakat terdampak 
Covid-19 di bidang ekonomi, salah satunya dengan pemberian Bantuan Langsung 
Tunai yang bersumber dari Dana Desa dan kemudian disebut dengan (BLT-DD) untuk 
masyarakat yang tidak menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu 
Sembako, dan Kartu Pra Kerja.4 
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, dalam pasal 32A ayat 5 
disebutkan bahwa besaran BLT Dana Desa yang diberikan kepada masyarakat sebesar 
Rp. 600.000,- untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per keluarga penerima 
manfaat dan sebesar Rp. 300.000,- untuk bulan keempat sampai dengan bulan 
                                               
3 Bappenas, Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-Dana Desa), Jakarta, 2020, hlm.3. 
4 Desi Kris, Aturan Baru BLT Dana Desa Diperpanjang Sampai Desember, Ini 5 Keputusan dari Menteri Desa, diakses melalui 
https://www.google.com/amp/s/jatimtimes.com/amp/baca/220313/20200806/160200/aturan-baru-blt-dana-desa-diperpanjang-





kesembilan per keluarga penerima manfaat. Selanjutnya dalam pasal 32A ayat 6 
dijelaskan bahwa pembayaran BLT Dana Desa dilaksanakan selama 9 (sembilan) bulan 
paling cepat bulan April 2020 sesuai dengan ketersediaan anggaran Dana Desa per 
bulannya. Kemudian pada 28 Desember 2020 Menteri Keuangan Sri Mulyani kembali 
menandatangani PMK Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, 
yang didalam pasal 39 dijelaskan bahwa dana desa pada tahun 2021 kembali diberikan 
dalam jangka waktu 12 bulan dengan nominal sebesar Rp. 300.000,-. Selain itu, pada 
tanggal 30 Desember 2020, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi juga mengeluarkan Surat Edaran No.17 Tahun 2020 tentang Percepatan 
Penggunaan Dana Desa tahun 2021, yang salah satu tujuannya adalah untuk percepatan 
pelaksanaan BLT-DD tahun 2021 yang mulai diberikan pada bulan Januari dengan 
nominal sebesar Rp.300.000,- per bulan per keluarga penerima manfaat. 
Pemberian BLT yang menggunakan dana desa merupakan salah satu bentuk 
keseriusan dari pemerintah dalam upaya menanggulangi pandemi Covid-19. Oleh 
karena itu, dalam proses penyalurannya diperlukan pengawasan oleh berbagai pihak, 
salah satunya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga legislatif di 
tingkat kabupaten/kota yang memiliki fungsi pengawasan. Pada dasarnya, pengawasan 
oleh Komisi C DPRD Kabupaten Tulungagung terhadap penyaluran BLT-DD tidak 
sebagai tugas pokok dan fungsi utama dari DPRD. Pengawasan yang dijalankan oleh 
DPRD terhadap penyaluran program BLT-DD merupakan salah satu bentuk program 
kerja bersama dengan dinas sosial yang merupakan mitra kerja Komisi C DPRD 
Kabupaten Tulungagung yang membawahi bidang keuangan dan kesehatan dan juga 
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sebagai salah satu upaya untuk lebih mempersempit adanya penyalahgunaan dana 
bantuan dari pemerintah untuk menangani pandemi Covid-19. 
Bert A. Rockman dalam Ichwanuddin dan Haris menjelaskan bahwa pengawasan 
yang dilakukan oleh lembaga legislatif diklasifikasikan ke dalam 3 hal, yaitu: (1) 
pengawasan sebagai cara yang kompleks untuk mengekspresikan kedaulatan rakyat; 
(2) pengawasan adalah tingkah laku sang legislator dan para stafnya baik secara 
individu maupun kolektif yang hasilnya adalah dampak langsung atau tidak langsung 
terhadap perilaku birokrat dan eksekutif secara keseluruhan; dan (3) review legislatif 
atas tindakan departemen, komisi (lembaga pemerintah non departemen), aparat, serta 
program dan kebijakan yang mereka laksanakan.5 Secara umum DPRD memiliki tiga 
fungsi, yaitu: (1) legislasi; (2) anggaran; dan (3) pengawasan. Dalam proses penyaluran 
BLT-DD diperlukan adanya pengawasan yang cukup ketat dari berbagai pihak karena 
anggaran yang dialokasikan untuk BLT-DD sangat besar dan adanya BLT-DD ini 
diharapkan dapat mengurangi dampak ekonomi pandemi Covid-19 pada masyarakat 
desa. 
Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi 
Jawa Timur yang juga terdampak pandemi Covid-19. Bahkan, pada tanggal 18 – 21 
Juni Kabupaten Tulungagung menempati posisi ke-5 dengan kasus positif Covid-19 
terbanyak di Provinsi Jawa Timur.6 Sebagai salah satu kabupaten yang terdampak, 
                                               
5 Irma Fitriana Ulfak, dkk. 2017. Kajian Tentang Parlemen. Malang: UB Press. Hlm. 80. 
6 Pemprov Jatim [@jatimpemprov], Update Situasi Jawa Timur beserta Peta Sebaran Covid-19, diakses melalui 




maka Bupati Tulungagung pun turut menginstruksikan setiap desa untuk 
mengalokasikan dana desa yang dikonversikan menjadi Bantuan Langsung Tunai 
(BLT) bagi masyarakat yang terdampak virus Covid-19.7 Dalam Peraturan Bupati 
Tulungagung No.63 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati 
No.91 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa 
pada Setiap Desa di Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2020, tercantum bahwa 
desa yang menerima dana desa sebesar Rp. 800 juta wajib mengalokasikan maksimal 
25% dari dana yang diperoleh untuk pemberian BLT, desa yang menerima dana desa 
sebesar Rp. 1,2 miliar mengalokasikan dana untuk BLT maksimal sebesar 30%, dan 
desa yang menerima dana desa diatas Rp. 1,2 miliar mengalokasikan maksimal 35% 
dari dana yang diperoleh untuk penyaluran BLT kepada masyarakat yang terdampak 
pandemi Covid-19. Dari adanya bantuan ini diharapkan masyarakat sedikit terbantu 
ditengah sulitnya perekonomian pada masa pandemi, karena ruang gerak masyarakat 
yang terbatas demi memutus rantai penyebaran Covid-19. 
Dalam proses penyaluran BLT-DD, peluang penyelewengan dana sangat mungkin 
terjadi, misalnya  adanya pemotongan anggaran dana hingga jumlahnya tidak sesuai 
aturan ketika sampai kepada masyarakat, mendaftarkan nama penerima manfaat yang 
tidak sesuai dengan syarat penerima bantuan BLT-DD, pemberian BLT-DD yang 
                                               
7 Anang Basso, Dilema BLT Dana Desa, Triwulan Tahap Satu Habis dan Tahap Dua Belum Cair, lalu..., diakses melalui 
https://tulungagung.jatimtimes.com/baca/214487/20200510/202900/dilema-blt-dana-desa-triwulan-tahap-satu-habis-dan-tahap-
dua-belum-cair-lalu, pada 15 Oktober 2020 pukul 22.32 
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seharusnya berbentuk uang tunai namun diberikan dalam bentuk sembako.8  Berbeda 
dengan yang terjadi di Desa Bendosari Kecamatan Ngantru, berdasarkan analisis yang 
dilakukan peneliti, terdapat kelebihan penggunaan anggaran dana desa untuk BLT-DD 
yang harusnya 30% tetapi lebih menjadi 43,8%. Hal ini kemudian menyebabkan 
banyaknya pengurangan anggaran untuk berbagai sektor penting seperti pendidikan 
dan pemberdayaan masyarakat.  Oleh karena itu, DPRD sebagai wakil rakyat di tingkat 
kabupaten/kota yang juga memiliki fungsi pengawasan diperlukan untuk ikut 
mengawasi proses penyaluran BLT-DD agar pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk 
pelaksanaan dan petunjuk teknis yang juga terdapat dalam Peraturan Bupati 
Tulungagung No.63 Tahun 2020, sehingga penyaluran BLT-DD tepat sasaran dan 
berdampak positif bagi masyarakat.  
Selain itu, adanya pengawasan oleh DPRD terhadap penggunaan BLT-DD sebagai 
salah satu alokasi dana Covid-19 juga bertujuan agar transparasi anggaran Covid-19 di 
daerah dapat terwujud. DPRD juga turut mengawasi dalam penyaluran BLT-DD 
dikarenakan sumber dana yang digunakan untuk BLT-DD merupakan hasil dari 
refocusing dana desa yang pencairannya ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD). Sehingga, penggunaan dana bantuan Covid-19 yang 
ditransfer melewati APBD dan penyalurannya diatur oleh Peraturan Bupati 
Tulungagung No.63 Tahun 2020 tersebut dapat  diawasi oleh DPRD, khususnya oleh 
                                               
8 Corpnewsmalaka, Antara Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dengan Maladministrasi dan Peluang Korupsi, diakses 
melalui https://corpsnews.com/2020/05/30/antara-bantuan-langsung-tunai-dana-desa-dengan-maladministrasi-dan-peluang-




Komisi C yang membawahi bidang keuangan dan kesehatan pada DPRD Kabupaten 
Tulungagung.  
Adanya program BLT-DD yang menggunakan anggaran dana cukup besar sangat 
rawan terjadi penyelewengan. Namun, banyak desa-desa yang berhasil menyalurkan 
BLT yang bersumber dari dana desa ini dengan akuntabel, transparan, dan tepat waktu. 
Tepat waktunya penyaluran BLT-DD di Kabupaten Tulungagung ini merupakan 
dampak positif dari para perangkat desa yang disiplin melakukan pelaporan-pelaporan 
administrasi untuk pencairan dana desa kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 
Desa (DPMD). Oleh karena itu, penulis memilih Desa Bendosari yang ada di 
Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung untuk dianalisa lebih lanjut terkait 
pemanfaatan dana desa untuk pemberian Bantuan Langsung Tunai sebagai salah satu 
usaha meringankan beban masyarakat dimasa pandemi Covid-19. Desa Bendosari 
dipilih oleh peneliti karena hingga akhir tahun 2020, Desa Bendosari terbebas dari 
kasus Covid-19 dan merupakan salah satu desa di Kabupaten Tulungagung yang tertib 
administrasi dalam pelaporan keuangan desa. Selain itu, juga terdapat mekanisme 
pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Tulungagung terhadap penyaluran 
bantuan sosial untuk masyarakat (termasuk BLT-DD) dan dengan adanya kelebihan 
kuota penerima BLT-DD perlu diteliti lebih lanjut agar dalam periode anggaran 
selanjutnya pemberian BLT-DD sesuai dengan batas anggaran yang ditetapkan 




Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti melakukan penelitian guna 
mendapatkan gambaran mengenai fungsi pengawasan terhadap penyaluran Bantuan 
Langsung Tunai Dana Desa oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten 
Tulungagung dengan judul penelitian “Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten 
Tulungagung terhadap Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-
DD) Tahun Anggaran 2020 (Studi Desa Bendosari Kecamatan Ngantru)”. 
 
1.2 Rumusan Masalah Penelitian 
Bagaimana fungsi pengawasan  dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD) Kabupaten Tulungagung dalam penyaluran program Bantuan Langsung 
Tunai Dana Desa (BLT-DD) guna meringankan beban masyarakat miskin dimasa 
pandemi Covid-19? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Untuk mengetahui secara langsung fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulungagung dalam penyaluran 
program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) guna meringankan beban 
masyarakat miskin dimasa pandemi Covid-19. 
 
1.4 Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang dari adanya penelitian ini dapat dibedakan menjadi manfaat 




1.4.1 Manfaat Teoritis 
a.     Menambah sumber pengetahuan mengenai fungsi pengawasan DPRD, 
khusunya yang dilakukan oleh Komisi C terhadap pelaksanaan penyaluran 
program Bantuan Langsung Tunai (BLT); 
b.       Sebagai sumber informasi untuk penelitian sejenis dimasa mendatang; 
dan 
c.       Turut berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya 
bidang legislatif. 
 
1.4.2 Manfaat Praktis 
a.   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan serta 
informasi bagi pemerintah daerah, khususnya lembaga legislatif  DPRD 
Kabupaten Tulungagung dalam mengoptimalkan peran dan fungsi 
lembaganya sebagai institusi politik yang mendapat amanah rakyat sebagai 
salah satu penyelenggara pemerintahan; 
b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi media pengimplementasian 
pengetahuan penulis pada bidang legislatif, khususnya pada fungsi 
pengawasan; dan 
c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang tepat 
kepada masyarakat tentang fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPRD 








2.1 Penelitian Terdahulu 
Dalam sub bab ini menjelaskan beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan 
dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah. Banyak penelitian terdahulu yang membahas tentang hal tersebut, 
diantaranya yaitu: Pertama, Muhammad Sahri, Sudarsono, dan Jazim Hamidi dalam 
jurnalmya yang berjudul “Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD terhadap 
Pelaksanaan Program JAMKESDA di Kabupaten Bangkalan”.9 Penelitian terkait 
program JAMKESDA di Kabupaten Bangkalan ini dilatar belakangi oleh pelaksanaan 
program JAMKESDA di Kabupaten Bangkalan belum mampu mengcover kebutuhan 
pelayanan kesehatan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Bangkalan, masih 
banyaknya pelaksanaan program yang tidak tepat sasaran, dan pelayanan untuk pasien 
dengan program JAMKESDA cenderung dinomorduakan.  Dalam jurnal ini dijelaskan 
bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap pelaksanaan program 
JAMKESDA di Kabupaten Bangkalan dilakukan dengan cara sidak lapangan ke rumah 
sakit terkait layanan bagi penerima JAMKESDA, menampung dan mengadvokasi 
aspirasi penerima JAMKESDA, dan melakukan rapat dengar pendapat dengan Dinas  
                                               
9 Muhammad Sahri, Sudarsono, dan Jazim Hamidi, Optimalisasi Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Pelaksanaan Program 






Kesehatan terkait layanan dan daftar kuota penerima JAMKESDA agar tepat sasaran. 
Namun, pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Bangkalan terhadap pelaksanaan 
program JAMKESDA di Kabupaten Bangkalan belum optimal karena belum ada Perda 
yang mengatur secara khusus tentang JAMKESDA; Kedua, Adi Halawa dalam 
skripsinya yang berjudul  “Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD dalam 
Pendistribusian Beras Sejahtera di Kota Medan”.10  Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa 
fokus penelitiannya adalah tentang fungsi pengawasan DPRD dalam Pendistribusian 
Beras Sejahtera di Kota Medan. Program beras sejahtera merupakan program dari 
menteri sosial yang sebelumnya bernama beras miskin. Seduai dengan namanya, 
adanya program subsidi beras sejahtera ini bertujuan untuk menjadikan masyarakat 
lebih sejahtera. Pengawasan oleh DPRD di Kota Medan terhadap pendistribusian beras 
sejahtera dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan dan mendengar langsung 
aspirasi dari masyarakat terkait masalah-masalah dalam pendistribusian subsidi beras 
sejahtera. Salah satu permasalahan dalam pendistribusian beras sejahtera adalah 
ketidakakuratan data penerima bantuan yang disebabkan oleh pelaksana program yang 
tidak melakukan pembaruan data sehingga data yang ada tidak valid. Untuk mengatasi 
hal ini, DPRD Kota Medan kemudian menindaklanjuti dengan cara mengadakan rapat 
dan memanggil pihak terkait untuk membahas permasalahan tersebut; Ketiga, 
Muhammad Hasblashshiddiqi dalam skripsinya yang berjudul “Pelaksanaan Fungsi 
                                               
10 Adi Halawa, Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD dalam Pendistribusian Beras Sejahtera di Kota Medan, (Medan, 






Pengawasan DPRD Kota Yogyakarta terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD) Tahun 2016/2017 Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 
2016 tentang APBD”.11  Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kota Yogyakarta 
terhadap APBD 2016/2017 dilakukan dalam tiga tahap, yaitu: (1) tahap perencanaan 
yang dilakukan sejak satu tahun sebelum tahun anggaran berjalan dengan cara 
mencermati kesesuaian dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perencanaan 
program-program yang akan dijalankan pada tahun anggaran berjalan; (2) tahap 
pelaksanaan, dengan cara rapat bersama mitra kerja, kunjungan lapangan, melakukan 
reses, serta menyelenggarakan audiensi; dan (3) tahap evaluasi, dengan cara rapat 
bersama mitra kerja dan perangkat daerah serta pemberian reward and punishment 
terhadap kinerja perangkat daerah. Ada beberapa hal yang menjadi penghambat DPRD 
dalam melaksanakan fungsi pengawasan, misalnya adalah faktor sumber daya manusia, 
sarana prasarana yang dimiliki oleh anggota DPRD, kurangnya komunikasi antara 
anggota DPRD dengan masyarakat, faktor masyarakat, faktor perbedaan ritme waktu 
pengawasan antara DPRD Kota Yogyakarta dengan Pemerintah Kota Yogyakarta, dan 
cakupan pengawasan yang luas; Keempat, Mhd Taufiqurrahman dan Wong Chun Sen 
dalam jurnalnya yang berjudul “Peran DPRD dalam Mengawasi Kinerja Gugus Tugas 
                                               
11 Muhammad Hasblashshiddiqi, Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Kota Yogyakarta terhadap Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2016/2017 Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang APBD, 





Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Pemerintahan Kota Medan”.12 Dalam jurnal 
tersebut dijelaskan bahwa adanya pengawasan DPRD terhadap kinerja GTPP Covid-
19 disebabkan oleh selama terjadinya wabah Covid-19, penganggaran dan pengelolaan 
anggaran tidak melalui mekanisme pembahasan di DPRD seperti biasa, karena Perpu 
penanganan Covid-19 yang diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo telah memberikan 
kewenangan kepada Pemda untuk mengatur anggarannya sendiri sehingga 
menyebabkan potensi penyalahgunaan anggaran negara semakin besar. Selain itu, fakta 
di lapangan juga menunjukkan bahwa masyarakat belum merasakan dampak nyata 
hasil kerja pemerintah Kota Medan dalam menangani pandemi Covid-29. Adanya 
pengawasan yang dilakukan oleh DPRD ini pada dasarnya bertujuan untuk mengawal 
pelaksanaan anggaran yang cukup besar dalam membiayai kegiatan pemerintahan agar 
dapat memberikan manfaat besar kepada masyarakat, terutama bagi masyarakat yang 
terdampak pandemi Covid-19; dan Kelima Nanang Sutisna dalam skripsinya yang 
berjudul “Fungsi Pengawasan DPRD Provinsi Banten dalam Pelaksanaan Hibah dan 
Bantuan Sosial”.13 Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa adanya pengawasan DPRD 
dalam pelaksanaan hibah dan bantuan sosial disebabkan oleh adanya dugaan bahwa 
terdapat beberapa lembaga fiktif yang terlibat dalam pelaksanaan hibah dan bantuan 
sosial tersebut. Hal ini kemudian menyebabkan dana hibah yang ada di Provinsi Banten 
                                               
12  Mhd Taufiqurrahman dan Wong Chun Sen, Peran DPRD dalam Mengawasi Kinerja Gugus Tugas Percepatan Penanganan 
(GTPP) Covid-19 Pemerintahan Kota Medan, (Medan, jurnal dapat diakses melalui 
https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum/article/view/712). 
13  Nanang Sutisna, Fungsi Pengawasan DPRD Provinsi Banten dalam Pelaksanaan Hibah dan Bantuan Sosial, (Serang, 




tidak tepat sasaran karena yang mendapatkan dana hibah hanya orang-orang yang 
memiliki kepentingan tersendiri atau orang-orang yang memiliki kedekatan dengan 
instansi atau dinas terkait. Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti dalam skripsi 
tersebut, ditemukan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Banten 
belum optimal, dana hibah yang diberikan belum tepat sasaran, dan dana hibah yang 
diberikan tidak sesuai dengan harapan masyarakat. 
Dari kelima uraian penelitian terdahulu di atas, selanjutnya peneliti akan 
membandingkan persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan 
penelitian yang dilakukan peneliti. Untuk mempermudah penjelasannya, maka akan 
diuraikan dalam tabel berikut: 
 
Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu 
 Nama Peneliti dan Judul 
Penelitian 
Persamaan Perbedaan 
No. 1 2 3 
1. Muhammad Sahri, 
Sudarsono, dan Jazim 
Hamidi  : “Optimalisasi 
Fungsi Pengawasan DPRD 
terhadap Pelaksanaan 





























































































2. Lokasi di DPRD 
Kota Medan, 
sedangkan 










:  “Pelaksanaan Fungsi 
Pengawasan DPRD Kota 
Yogyakarta terhadap 
Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD) 
Tahun 2016/2017 
Berdasarkan Peraturan 
Daerah Nomor 7 Tahun 
2016 tentang APBD”. 










































2. Lokasi di DPRD 
Kota Yogyakarta, 
sedangkan 








4. Mhd Taufiqurrahman 
dan Wong Chun Sen : 




















































penelitian ini di 
DPRD Kabupaten 
Tulungagug. 
5. Nanang Sutisna  : “Fungsi 
Pengawasan DPRD 
Provinsi Banten dalam 








































2. Lokasi di DPRD 
Provinsi Riau, 
sedangkan 











Sumber : Olahan penulis 
 
2.2 Landasan Teori 
2.2.1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 
2.2.1.1 Teori Pembagian Fungsi Legislatif 
Pembagian fungsi parlemen masih menjadi perdebatan banyak ahli. Hal ini 
dikarenakan masing-masing parlemen menjalankan fungsinya sesuai dengan sistem 
pemerintahan yang berlaku di negara tersebut. Untuk mengakomodasi perdebatan 
tersebut, maka secara garis besar pembagian fungsi parlemen dapat dibagi menjadi 
4 fungsi, yaitu:14 
a. Fungsi legislasi 
Fungsi ini merupakan fungsi yang banyak dipraktikkan oleh parlemen 
di dunia. Heywood menilai fungsi ini sebagai fungsi utama, dimana 
parlemen memiliki kekuasaan legislatif atau memiliki otoritas dalam 
membuat kebijakan. 
b.      Fungsi Pengawasan 
Budiarjo mengartikan bahwa fungsi pengawasan adalah sebagai 
pengontrol lembaga eksekutif agar lembaga eksekutif menjalankan 
kekuasaannya sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan. Selain 
itu, menurut Joseph La Palombara lembaga eksekutif juga harus 
                                               




memiliki fungsi supervision, scrutiny, surveillance (pengawasan, 
pencermatan, dan kewaspadaan). Lembaga eksekutif melakukan 
pengawasan terkait jalannya pemerintahan yang dilakukan oleh 
eksekutif melalui pencermatan dan kewaspadaan terhadap segala 
peristiwa yang terjadi. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, 
beberapa negara memiliki mekanisme yang berbeda, seperti Question 
Time di Majelis Perwakilan Rendah Inggris atau hak interpelasi yang 
dimiliki oleh lembaga legislatif Indonesia. 
c.       Fungsi Representasi 
Menurut Ichwanuddin dan Haris, fungsi representasi adalah fungsi 
yang mewakili rakyat dalam memperjuangkan kepentingan seluruh 
masyarakat bukan kelompok masyarakat yang memberikan suara 
kepadanya. Contohnya, lembaga legislatif di Indonesia, yakni DPR 
merupakan bentuk representasi politik masyarakat berdasarkan jumlah 
penduduk. Sedangkan DPD (Dewan Perwakilan Daerah) sebagai 
representasi daerah yang setiap daerah diwakili oleh 4 orang. Anggota 
DPR dan DPD sama-sama dipilih melalui pemilu, namun anggota DPR 
pesertanya berasal dari partai politik, sedangkan DPD pesertanya dari 
perseorangan atau independen. 
Selain fungsi representasi, lembaga legislatif juga memiliki fungsi 
interest articulation and agregation (penyampaian dan pemanduan 




kepentingan masyarakat dan mengagregasikannya ke dalam sebuah 
perumusan kebijakan. Dengan menjalankan fungsi tersebut, anggota 
legislatif diharapkan mampu meredam konflik kepentingan yang terjadi 
di masyarakat. 
d.      Fungsi Anggaran 
Lembaga legislatif di beberapa negara juga menjalankan fungsi 
anggaran dan secara khusus dalam menjalankan fungsi ini dilengkapi 
dengan panitia anggaran atau komite keuangan. Dalam menjalankan 
fungsi anggaran, lembaga legislatif juga harus terlibat dalam politik 
anggaran suatu negara. Hal ini dikarenakan lembaga legislatif juga 
bertanggung jawab untuk menyuarakan kepentingan masyarakat 
melalui alokasi anggaran. 
Dari keempat fungsi legislatif yang telah dijelaskan di atas, maka dapat 
disimpulkan bahwa lembaga legislatif sebagai wakil rakyat harus menjalankan 
fungsi-fungsi yang dimilikinya dengan baik dan penuh tanggung jawab agar dapat 
mewujudkan harapan masyarakat memiliki kehidupan yang sejahtera. Meskipun 
secara umum fungsi legislatif dapat dikelompokkan ke dalam 4 (empat) fungsi, 
namun menurut beberapa tokoh seperti Ichwanuddin dan Haris serta Joseph La 
Palombara, fungsi yang paling banyak harus dimiliki oleh lembaga legislatif adalah 
fungsi legislasi, pengawasan, dan perwakilan. Namun, hal ini bukan berarti bahwa 




dunia, karena sistem pemerintahan yang dianut oleh suatu negara pun tidak sama 
dan hal tersebut akan memengaruhi perumusan fungsi parlemen. 
 
2.2.1.2 Fungsi Pengawasan DPRD 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki tiga fungsi, yaitu fungsi 
legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Ketiga fungsi yang dimiliki oleh 
DPRD dijalankan dalam rangka upaya untuk mengemban amanah rakyat dan 
sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilakukan 
oleh DPRD sebagai wakil rakyat di pemerintahan. Dalam penelitian ini akan lebih 
difokuskan kepada fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPRD. Hal ini 
dikarenakan fungsi pengawasan dapat digunakan sebagai salah satu peringatan dini 
(early warning system) terhadap seluruh pelaksanaan atau kinerja pemerintahan 
yang tidak sesuai dengan tujuan dan salah sasaran. 
Menurut M. Manullang, pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk 
menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan apabila 
diperlukan mengoreksinya dengan maksud agar pelaksanaan pekerjaan sesuai 
dengan rencana semula.15 Sedangkan menurut Handoko, pengawasan adalah proses 
untuk “menjamin” bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. 
Pengawasan merupakan elemen tugas-tugas manajerial yang mencakup tindakan 
pengukuran serta perbaikan (koreksi) performan pihak yang diawasi yang bertujuan 
untuk memastikan bahwa sasaran-sasaran, instruksi yang dikeluarkan dilaksanakan 
                                               




secara efisien dan berjalan lancar.16 Dari kedua pendapat ahli tersebut, dapat 
disimpulkan bahwa pengawasan merupakan sebuah tindakan atau langkah yang 
dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan untuk mengawasi sebuah program 
dan/atau pekerjaan agar dapat berjalan sesuai dengan rencana awal serta dapat 
memberikan manfaat yang besar untuk orang lain. Menurut Handoko, terdapat 
empat indikator dalam melakukan pengawasan, yaitu17 
1.      Penetapan standar pelaksanaan (perencanaan) 
Sstandar pelaksanaan atau perencanaan merupakan satuan pengukuran 
yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil 
pengawasan. 
2.      Pengukuran kerja 
Menetapkan standar pelaksanaan akan sia-sia apabila tidak diikuti 
dengan mengukur pelaksanaan kinerja secara nyata. Adapun cara-cara 
yang dapat digunakan untuk melaksanakan pengukuran kinerja adalah: 
            a. Pengamatan (observasi); 
            b. Laporan-laporan baik secara lisan atau tulisan; 
            c. Metode-metode otomatis; dan 
            d. Inspeksi, pengujian atau dengan pengambilan sampel. 
3.      Penilaian kinerja 
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Penilaian kinerja merupakan kegiatan untuk menilai sebuah program 
atau pekerjaan yang sedang berjalan. Penilaian ini tidak lepas dari 
motivasi pelaksana program atau pekerjaan dalam melaksanakan 
tugasnya agar dapat menciptakan kinerja yang baik dan dapat 
memberikan manfaat untuk orang lain (masyarakat). 
4.      Tindakan koreksi 
Tindakan koreksi dilakukan apabila pelaksanaan suatu program yang 
sedang diawasi menyimpang dari standar atau rencana awal yang telah 
ditentukan oleh pihak pengawas. 
Fungsi pengawasan oleh DPRD dilakukan dengan cara memberikan tugas dan 
kewenangan kepada DPRD untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan 
peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Wewenang yang 
dimiliki oleh DPRD tersebut juga dilengkapi dengan hak interpelasi yang 
merupakan hak DPRD untuk meminta keterangan kepada pemerintah daerah terkait 
kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada 
kehidupan bermasyarakat dan bernegara, hak angket yang merupakan hak DPRD 
untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang penting 
dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara 
yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, serta hak 




dengan kebijakan pemerintah daerah atau kejadian luar biasa yang terjadi di 
Indonesia disertai dengan solusi tindak lanjut dari hak insterpelasi dan hak angket.18 
Pengawasan yang dijalankan oleh DPRD terhadap pelaksanaan perundang-
undangan, peraturan daerah, pelaksanaan keputusan kepala daerah, pelaksanaan 
APBD, kebijakan pemerintah daerah dan pelaksanaan hubungan kerja sama antar 
daerah dan internasional berpedoman pada UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, 
DPR, DPD, dan DPRD serta UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 
Sebagai wakil rakyat di daerah, anggota DPRD memiliki kewajiban untuk 
mengawasi penyelenggaraan pemerintahan di daerah, terutama dalam pelaksanaan 
Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Peraturan Walikota kepada masyarakat. 
Pengawasan  yang dilakukan oleh DPRD terbagi ke dalam 4 (empat) jenis, yaitu:19 
a. Pengawasan feedforward (pengawasan umpan di depan) 
Pengawasan ini dilakukan sebelum aktivitas dimulai yang bertujuan 
untuk menjamin kejelasan sasaran; tersedianya arahan yang memadai; 
ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan; dan memfokuskan pada 
kualitas sumber daya. 
b. Pengawasan concurrent (pengawasan bersamaan) 
Pengawasan ini berfokus pada apa yang terjadi selama proses berjalan 
yang bertujuan untuk memonitor aktivitas yang sedang berjalan untuk 
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menjamin segala sesuatu berjalan sesuai rencana dan untuk mengurangi 
hasil yang tidak diinginkan. 
c. Pengawasan feedback (pengawasan umpan balik) 
Pengawasan ini dilakukan setelah aktivitas selesai dilakukan dengan 
tujuan mendapatkan informasi yang berguna untuk meningkatkan 
kinerja di masa depan dan fokus pada hasil yang berkualitas. 
d. Pengawasan internal – external 
Pengawasan internal dapat dilakukan oleh pimpinan DPRD, anggota 
DPRD atau pengawasan individu, pengawasan komisi, pengawasan 
oleh gabungan komisi, pengawasan oleh Kelompok Kerja (Pokja) dan 
pengawasan oleh Alat Kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk 
oleh rapat paripurna (Pansus), pengawasan oleh fraksi, pengawasan alat 
kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna 
(Pansus), dan administrasi serta keuangan. Pengawasan internal 
memberikan kesempatan untuk memperbaiki sendiri, sedangkan 
pengawasan eksternal dilakukan melalui supervisi dan penggunaan 
administrasi formal. 
 
2.2.1.3 Mekanisme Pengawasan DPRD 
Dalam sebuah sistem pemerintahan daerah, pengawasan adalah suatu usaha 
untuk menjamin terealisasinya seluruh ketentuan dalam undang-undang, peraturan 




dapat dijadikan bahan informasi atau evaluasi untuk menyempurnakan  kegiatan 
yang telah dijalankan atau rencana-rencana baru. Pengawasan dalam organisasi 
pemerintahan diperlukan untuk mewujudkan kinerja organisasi pemerintahan yang 
efektif, efisien, dan ekonomis. Selain itu, pengawasan juga merupakan unsur 
penting untuk meningkatkan kualitas aparatur negara dalam menjalankan tugas-
tugas umum pemerintahan dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintahan 
yang bersih dan berwibawa.20 Pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh 
DPRD dapat berbentuk kegiatan dengar pendapat, membentuk tim pengawas/tim 
khusus, kunjungan kerja, pembentukan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan 
dibentuk oleh rapat paripurna, pengawasan tentang pengelolaan barang dan jasa, 
pengawasan tentang proses pengadaan barang dan jasa dan pengawasan tentang 
kinerja pemerintah, dan juga reses. 
Secara umum, mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh DPRD dapat 
dijelaskan ke dalam beberapa kategori, sebagai berikut:21 
a. Pengawasan DPRD untuk menilai penerapan dan keefektifan 
peraturan perundang-undangan. 
Pengawasan ini dilakukan untuk meninjau apakah peraturan perundang-
undangan telah dilaksanakan sesuai dengan maksud lembaga legislatif. 
Dalam lingkup ini tidak mendapatkan perhatian dan alokasi sumberdaya 
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yang lebih dari DPRD, karena hampir tidak ada program atau kegiatan 
pengawasan yang dilaksanakan oleh DPRD untuk menilai pelaksanaan 
perda. DPRD menganggap bahwa pemerintah telah memiliki kapasitas 
yang memadai untuk melaksanakan peraturan daerah.   Namun, DPRD 
memerlukan pengawasan di ranah internal seperti pada waktu 
merumuskan peraturan perundang-undangan, DPRD harus melakukan 
pengawasan agar dapat menghindari pertentangan RaPerDa yang 
sedang dibahas dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. 
Dalam menjalankan pengawasan ini, terlebih dahulu DPRD harus 
melakukan penilaian rapat komisi yang dapat dilanjutkan dengan rapat 
bersama pimpinan untuk menilai tentang keefektifan perda yang 
berhubungan dengan komisi masing-masing. Kemudian dari hasil 
penilaian yang diputuskan dalam rapat tersebut  dapat digunakan untuk 
menentukan apakah Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Peraturan 
Walikota yang ada efektif dilaksanakan. 
b. Pengawasan terhadap pengadministrasian dan pelaksanaan program 
program yang diciptakan dengan peraturan. 
Dalam pengawasan ini, DPRD dapat merumuskan rekomendasi 
kebijakan apakah program dari pemerintah dapat dilanjutkan, 
diperbaiki, atau dihentikan. Pengawasan terhadap pelaksanaan 
kebijakan seperti ini cukup sering dilaksanakan karena secara umum 




pengawasan terhadap pengadministrasian dan pelaksanaan program-
program yang diciptakan dengan peraturan, DPRD melakukan 
pengawasan terhadap administrasi pelaksanaan program dengan 
terlebih dahulu mengetahui peraturan bupati, kemudian menindaklanjuti 
pengawasan terhadap kegiatan yang berhubungan dengan peraturan 
kepala daerah tersebut. Jika peraturan kepala daerah dianggap baik, 
maka DPRD merumuskan rekomendasi, namun jika dianggap 
bertentangan dengan kepentingan umum maka DPRD dapat 
memberikan saran untuk diperbaiki atau dihentikan kegiatan yang 
dimaksud. 
c. Pengawasan terhadap lembaga-lembaga dan pelaksanaan berbagai 
kegiatan lain ditingkat daerah yang terkait dengan pelaksanaan 
peraturan perundang-undangan lain, termasuk pendayagunaan 
sumberdaya keuangan negara. 
Dalam hal ini termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan 
kepala daerah/bupati dan pelaksanaan APBD. Namun, untuk 
pengawasan terhadap keputusan kepala daerah/bupati mendapatkan 
penekanan yang lebih kecil daripada pengawasan terhadap APBD. 
Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap lembaga-lembaga 
lain yang terkait dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan 




dalam melaksanakan tugasnya sudah sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
d. Pengawasan DPRD dalam bidang investasi. 
Dalam hal ini, DPRD dapat membuat peraturan daerah yang dapat 
menumbuhkan semangat berinvestasi dengan catatan DPRD memiliki 
pemahaman yang memadai terkait “the economic theory of legislation”. 
Hal ini dikarenakan jika DPRD memahami the economic theory of 
legislation, maka dapat melahirkan peraturan daerah yang dapat 
memperkuat bisnis di daerah tersebut. 
e. Pengawasan dengan pembentukan tata pemerintahan yang bersih 
(clean government). 
Pengawasan DPRD dilakukan dalam rangka membentuk pemerintahan 
yang bersih sebagaimana tujuan dilakukannya fungsi pengawasan untuk 
mewujudkan pemerintahan daerah yang baik. Sehingga, jika DPRD 
melakukan fungsi pengawasan dengan baik dan optimal, maka dapat 
menciptakan pemerintahan yang bersih dan terhindar dari korupsi. 
Begitupun sebaliknya, jika pengawasan yang dilakukan oleh DPRD 
hanya sebatas formalitas, maka pemerintahan yang bersih akan sulit 
diwujudkan meskipun masih terdapat pengawasan dari lembaga 
lainnya, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Inspektorat, atau 
Pengawasan Internal.  Hal ini dikarenakan fungsi pengawasan harus 




Jika suatu lembaga melakukan praktek korupsi, dapat dipastikan tidak 
dapat melakukan pengawasan dengan baik 
 
2.2.1.4 Pengertian DPRD 
Dalam pasal 1 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 
disebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 
DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah.22 Menurut Miriam Budiarjo, DPRD adalah 
lembaga legislatif atau membuat peraturan, peraturan perundang-undangan yang 
dibuatnya mencerminkan kebijakan-kebijakan itu. DPRD dapat diartikan sebagai 
badan yang membuat keputusan yang menyangkut kepentingan umum.23 Dari kedua 
pengertian ini dapat disimpulkan bahwa DPRD merupakan lembaga legislatif  di 
pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota yang mewakili rakyat dan memiliki 
kewenangan untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan kepentingan 
masyarakat secara umum. 
Sebagai lembaga legislatif, DPRD memiliki peran penting dalam tata kelola 
pemerintahan yang demokratis. DPRD diharapkan mampu menjadi lembaga di 
tingkat daerah untuk menyambung aspirasi rakyat dan disaat bersamaan memiliki 
kewenangan untuk mengatasnamakan rakyat dalam melaksanakan tugas dan 
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fungsinya. Dalam sistem pemerintahan modern dan demokratis, keberadaan DPRD 
menjadi sangat penting karena sebagai lembaga politik yang juga bekerja sama 
dengan eksekutif dalam menyelesaikan berbagai permasalahan politik dan 
kenegaraan. Sebagai mitra eksekutif, legislatif memiliki kekuasaan yang cukup 
besar dan basis legitimasi yang kuat karena anggotanya dipilih secara langsung 
melalui sistem pemilihan umum (pemilu) secara bebas, adil, jujur, dan demokratis.24 
 
2.2.1.5 Kedudukan DPRD 
Menurut UU No.23 Tahun 2014 pasal 1 ayat (4), disebutkan bahwa DPRD 
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah 
daerah. Hal ini berarti bahwa DPRD merupakan mitra kerja kepala daerah dalam 
penyelenggaraan pemerintahan daerah.25 Oleh karena itu, DPRD juga harus turut 
andil dalam usaha-usaha memajukan pemerintahan daerah bersama dengan kepala 
daerah. 
DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai 
penyelenggara pemerintahan daerah menjadikan DPRD sebagai institusi yang 
sejajar dengan pemerintah daerah. Dalam kedudukan yang sejajar tersebut, DPRD 
bersama-sama dengan kepala daerah melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan 
daerah yang meliputi segala urusan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. 
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Dalam menjalankan tugasnya, DPRD memiliki hak untuk meminta pejabat negara, 
pejabat pemerintah, dan warga masyarakat secara umum memberikan keterangan 
terkait suatu hal mendesak yang perlu ditangani untuk kepentingan bangsa, negara, 
pemerintahan, dan pembangunan. 
Kedudukan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, 
memiliki beberapa akibat, antara lain: (1) posisi DPRD sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan membuat DPRD lebih kuat secara institusional dari perspektif tata 
pemerintahan, tidak dari perspektif politik DPRD sebagai lembaga perwakilan 
rakyat; (2) posisi DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan membuat posisi 
DPRD mengalami masalah psiko-politis di hadapan pemerintah daerah sehingga 
mekanisme check and balances tidak dapat berjalan dengan baik; (3) selain 
mengalami permasalahan psiko-politis di hadapan kepala daerah, DPRD juga lemah 
secara psiko-politis di hadapan pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan kedudukan 
DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah menjadikan DPRD 
berada dalam struktur hierarkis rezim pemerintahan daerah yang dipimpin oleh 
presiden. Akibat adanya struktur hierarkis ini, DPRD tidak dapat melepaskan diri 
dari proses politik dan produk hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, 
dalam hal ini adalah Menteri Dalam Negeri (Mendagri).26 
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2.2.2.1 Keuangan Desa 
Keuangan desa dapat didefiniskan sebagai semua hak dan kewajiban desa yang 
dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang ataupun barang 
yang dapat dijadikan milik desa yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan 
kewajiban tersebut. Pada dasarnya, keuangan desa merupakan sub sistem dari 
keuangan negara sebagaimana diatur dalam UU No.17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara. Dalam UU tersebut, dijelaskan bahwa pendekatan yang 
digunakan dalam merumuskan keuangan negara adalah dari sisi objek, subjek, 
proses, dan tujuan. Dari sisi objek, keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh 
hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan 
kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang 
dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang ataupun barang yang dapat 
dijadikan milik negara yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban 
tersebut.27 
Selanjutnya dari sisi subjek, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah 
seluruh subjek yang memiliki atau menguasai objek, yaitu: pemerintah pusat, 
pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah, dan badan lain yang berkaitan 
dengan keuangan negara. Sementara dari sisi proses, keuangan negara meliputi 
seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek mulai dari 
                                               




perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan hingga pertanggung jawaban. 
Sedangkan dari sisi tujuan, keuangan negara berupa seluruh kebijakan, kegiatan, 
dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaaan objek 
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.28 
Berdasarkan berbagai uraian diatas, keuangan desa dapat diartikan sebagai sub 
sistem keuangan negara yang berupa seluruh hak dan kewajiban desa yang dapat 
dinilai dengan uang atau barang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan 
kewajiban desa. Dalam mengelola keuangan desa, terdapat siklus pengelolaan 
keuangan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan 
pertanggungjawaban dengan periodisasi 1 tahun anggaran yang terhitung mulai 
tanggal 1 Januari hingga 31 Desember.29 Selain itu, agar pengelolaan keuangan 
desa dapat berjalan dengan baik, maka pihak-pihak yang terlibat dalam mengelola 
keuangan desa harus memperhatikan asas-asas pengelolaan keuangan desa 
sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu: (1) 
Transparan, prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk 
mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan 
desa.  Ases yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh 
informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan 
pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-
                                               
28 Ibid. 
29 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan 




undangan; (2) Akuntabel, perwujudan kewajiban untuk 
mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan 
pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencpaian tujuan yang 
telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil 
akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat 
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; (3) Partisipatif, yaitu penyelenggaraan 
pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur 
masyarakat desa; dan (4) tertib dan disiplin anggaran, yaitu pengelolaan keuangan 
desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.30 
Kekuasaan pengelolaan keuangan desa dipegang oleh Kepala Desa. Namun, 
dalam pelaksanaannya, kekuasaan tersebut sebagian diserahkan kepada perangkat 
desa lainnya sehingga pelaksanaan pengelolaan keuangan dilakukan secara 
bersama-sama oleh Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan 
Desa (PTPKD). Struktur organisasi pengelolaan keuangan pada pemerintah desa 
dapat digambarkan dalam ilustrasi di bawah ini: 






Gambar 1.1 Struktur Organisasi Pengelolaan Keuangan Desa 
Sumber : Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan 
Desa, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah : 200  
 
2.2.2.2 Dana Desa 
Dana desa merupakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 
yang diperuntukkan untuk desa, ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan 
pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa. Adanya dana memiliki tujuan 




(3) memajukan perekonomian desa; (4) mengatasi kesenjangan pembangunan 
antardesa; dan (5) memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. 
31Jumlah dana desa yang dialokasikan untuk setiap desa tidak sama, karena 
disesuaikan berdasarkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas 
wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa. 
Berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam pasal 18 disebutkan 
bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus bidang 
penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan 
pemberdayaan masyarakat desa. Hal ini berarti bahwa seluruh sumber pendapatan 
desa, termasuk dana desa yang bersumber dari APBN digunakan untuk membiayai 
seluruh kegiatan yang menjadi wewenang desa. Namun, pemerintah desa 
mendapatkan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan desa sesuai 
dengan kebutuhannya agar dana desa dapat digunakan secara optimal dan 
berdampak besar untuk masyarakat. Adapun contoh-contoh prioritas penggunaan 
dana desa  dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 7 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 
dan Transmigrasi No. 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 
Tahun 2020 yang menyebutkan bahwa contoh-contoh prioritas penggunaan dana 
desa tahun 2020 dapat digunakan untuk: 
                                               




a) Pelaksanaan pembangunan desa dengan pola padat karya tunai desa; 
b) Pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting); 
c) Pengembangan anak usia dini holistik integratif (PAUD HI); 
d) Pelaksanaan keamanan pangan di desa; 
e) Pelayanan pendidikan bagi anak; 
f) Pengembangan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; 
g) Pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba; 
h) Pembelajaran dan pelatihan kerja; 
i) Pengembangan desa inklusi; 
j) Pengembangan produk unggul desa/kawasan perdesaan; 
k) Pembentukan dan pengembangan BUMDesa/BUMDesa bersama; 
l) Pembangunan dan pengelolaan pasar desa; 
m) Membangun embung desa terbaru; 
n) Pengembangan desa wisata; 
o) Pendayagunaan SDA dan teknologi tepat guna; 
p) Pengendalian perubahan iklim melalui mitigasi dan adaptasi; 
q) Pencegahan dan penanganan bencana alam dan/atau non alam; 
r) Kegiatan tanggap darurat bencana alam dan/atau non alam; 
s) Sistem informasi desa; 
t) Pengembangan keterbukaan informasi pembangunan desa; dan 





2.3 Alur Pikir 
Alur pikir merupakan metode berpikir yang dapat digunakan sebagai solusi 
memecahkan suatu permasalahan. Dari penelitian ini akan melihat bagaimana fungsi 
pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) periode 2019-2024 terhadap 
penyaluran program bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) di Kabupaten 
Tulungagung dengan di Desa Bendosari Kecamatan Ngantru.  Sebagai mitra kerja 
pemerintah daerah dan lembaga publik lainnya, DPRD memiliki tiga (3) fungsi utama, 
yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Agar pelaksanaan 
ketiga fungsi tersebut dapat berjalan dengan lancar dan optimal, dibutuhkan sikap 
DPRD yang cepat dan tanggap dalam merespon berbagai permasalahan yang terjadi. 
Pada masa pandemi Covid-19 yang mengharuskan untuk mengurangi kegiatan di 
luar ruangan, menyebabkan banyak sekali perekonomian masyarakat terganggu. Oleh 
karena itu, pemerintah pusat bersama dengan pemerintah daerah dan para pihak yang 
berwenang berusaha mengurangi beban perekonomian masyarakat dengan 
memberikan berbagai bantuan untuk keluarga miskin dan rentan terdampak Covid-19, 
salah satunya adalah Bantuan Langsung  Tunai Dana Desa (BLT-DD). Dalam 
pelaksanaan program BLT-DD ini dibutuhkan pengawasan dari berbagai pihak, karena 
dalam proses penyalurannya rawan terjadi penyelewengan seperti pemotongan jumlah 
dana hingga sampai ke tangan masyarakat tidak sesuai dengan aturan, adanya data 
penerima yang tidak sesuai dengan kriteria, dan pemberian BLT-DD bukan dalam 




Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD sebagai salah satu bentuk untuk 
menghindari adanya penyelewengan-penyelewengan dalam proses penyaluran BLT-
DD. Pengawasan terhadap program BLT-DD pun menjadi penting dilakukan karena 
anggaran yang dikeluarkan untuk program BLT-DD ini cukup besar dan dengan 
adanya program ini diharapkan dapat membantu perekonomian masyarakat yang 
sedang sulit karena adanya pandemi Covid-19. Selain itu, pengawasan yang dilakukan 
oleh DPRD juga dapat memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan pemberian 
bantuan-bantuan sosial lain yang diberikan oleh pemerintah. 
Pengawasan yang dijalankan oleh DPRD terhadap penyaluran program BLT-DD 
merupakan salah satu bentuk program kerja bersama dengan dinas sosial yang 
merupakan mitra kerja Komisi C DPRD Kabupaten Tulungagung yang membawahi 
bidang keuangan dan kesehatan serta sebagai salah satu upaya untuk lebih 
mempersempit adanya penyalahgunaan dana bantuan dari pemerintah untuk 
menangani pandemi Covid-19. Untuk menganalisa fungsi pengawasan yang dilakukan 
oleh DPRD Kabupaten Tulungagung dalam pelaksanaan program Bantuan Langsung 

















3.1 Metode dan Pendekatan Penelitian 
Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Menurut Saryono, 
penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, 
menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial 
yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.32  
Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang sifatnya deskriptif. Pendekatan 
penelitian secara kualitatif dipilih penulis karena penulis ingin lebih memahami secara 
mendalam tentang fungsi pengawasan  DPRD Kabupaten Tulungagung periode 2019-
2024 dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dalam masa Pandemi 
Covid-19 dengan studi di Desa Bendosari Kecamatan Ngantru. 
Penelitian tentang fungsi pengawasan  DPRD Kabupaten Tulungagung periode 
2019-2024 dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dalam masa 
Pandemi Covid-19 relevan diteliti dengan menggunakan pendekatan kualitatif karena 
memenuhi karakteristik penelitian kualitatif, utamanya dalam mengungkap data secara 
mendalam yang didapatkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dari para 
informan. 
  
                                               
32 Anwar Hidayat, Penelitian Kualitatif: Penjelasan Lengkap, diakses melalui https://www.statistikian.com/2012/10/penelitian-





Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
studi kasus dengan rancangan studi kasus tunggal (single case study). Maksud dari 
studi kasus tunggal adalah penelitian yang arah penelitiannya hanya fokus terhadap 
satu kasus atau fenomena saja. Studi kasus dilakukan untuk menerangkan, 
mempelajari, atau menginterpretasikan sebuah kasus secara alami tanpa intervensi dari 
pihak luar. Studi kasus berlaku jika terdapat pertanyaan bagaimana  (how) dan 
mengapa (why). Kecenderungan studi kasus dalam penelitian ini adalah berusaha untuk 
menggali lebih dalam suatu keputusan, alasan keputusan tersebut diambil, bagaimana 
pelaksanaannya, dan hasilnya seperti apa. 
Studi kasus dipilih peneliti karena penelitian dengan jenis studi kasus 
memungkinkan peneliti memperoleh informasi secara detail dan cakupan sebuah kasus 
tertentu atau kasus-kasus kecil dapat dijangkau secara lebih luas. Oleh karena itu, 
peneliti memilih pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus 
sebagai metode yang tepat untuk melakukan penelitian dengan judul “Fungsi 
Pengawasan DPRD Kabupaten Tulungagung terhadap Penyaluran Bantuan Langsung 
Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun Anggaran 2020 (Studi Desa Bendosari Kecamatan 
Ngantru).” 
 
3.2 Fokus Penelitian 
Fokus penelitian dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk membatasi penelitian 
agar permasalahan yang dikaji tidak terlalu melebar dan digunakan untuk memilih data 




difokuskan pada kepentingan dari masalah penelitian yang dihadapi dan tujuan dari 
penelitian yang sedang dilaksanakan. Dalam penelitian ini, fokus penelitiannya adalah: 
Fungsi Pengawasan DPRD Kabupaten Tulungagung dalam penyaluran program 
Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Kabupaten Tulungagung, khususnya di Desa 
Bendosari serta manfaat yang didapatkan masyarakat setelah mendapatkan Bantuan 
Langsung Tunai yang bersumber dari dana desa di Kabupaten Tulungagung. 
 
 3.3 Lokasi dan Obyek Penelitian 
Lokasi penelitian merupakan objek penelitian yang menjadi tempat penelitian 
dilakukan. Penentuan lokasi penelitian sangat penting untuk memperjelas objek 
penelitian sehingga mempermudah proses penelitian dan penelitian yang dilakukan 
agar lebih terarah dan permasalahan tidak terlalu luas. Sesuai dengan judul, maka 
penelitian ini berlokasi di Kabupaten Tulungagung, tepatnya di Desa Bendosari 
Kecamatan Ngantru sebagai sasaran penelitian. Alasan peneliti memilih Kabupaten 
Tulungagung dan Desa Bendosari sebagai lokasi penelitian adalah karena Desa 
Bendosari secara administrasi untuk pencairan dana desa sudah menjalankan 
kewajibannya dengan baik (patuh administrasi), adanya mekanisme pengawasan yang 
dilakukan oleh DPRD Kabupaten Tulungagung terhadap penyaluran bantuan sosial 
untuk masyarakat (termasuk BLT-DD) diterima oleh perangkat desa dan masyarakat 
secara umum, tidak seperti pengawasan oleh DPRD terhadap dana desa di beberapa 




dari perangkat desa setempat33, dan jumlah kasus positif Covid-19 di Kabupaten 
Tulungagung yang meskipun sudah mengalami penurunan jumlahnya masih cukup 
tinggi, yakni pada bulan Juni 2020 Kabupaten Tulungagung menempati posisi ke-5 
dengan kasus positif Covid-19 terbanyak di Provinsi Jawa Timur.34 Selain itu, di Desa 
Bendosari terdapat kelebihan kuota penerima BLT-DD pada periode anggaran 2020 
yang kemudian berdampak pada pengurangan anggaran disektor lain yang juga sangat 
penting. Dengan adanya desa-desa yang menjalankan kewajiban administrasi secara 
tertib, jumlah kasus positif Covid-19 yang masih cukup tinggi, adanya fungsi 
pengawasan yang dimiliki oleh DPRD sebagai lembaga legislatif yang mewakili 
rakyat, dan kelebihan kuota anggaran dana desa untuk BLT-DD yang seharusnya 30% 
menjadi 43,8%, maka penulis memilih Desa Bendosari yang merupakan salah satu desa 
di Kabupaten Tulungagung sebagai lokasi penelitian dan fungsi pengawasan DPRD 
terhadap pelaksanaan program BLT-DD sebagai obyek penelitian. 
 
3.4 Teknik Penentuan Informan 
Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive samping, 
yaitu adalah teknik mengambil informan atau narasumber secara sengaja dengan  
tujuan tertentu sesuai dengan tema penelitian karena dianggap mengetahui informasi 
                                               
33 Eky Hendrawan, Tolak Pansus BLT Dana Desa, 109 Kades “Seruduk” Gedung DPRD Bulukumba, diakses melalui 
https://makassar.sindonews.com/read/99622/713/tolak-pansus-blt-dana-desa-109-kades-seruduk-gedung-dprd-bulukumba-
1594638427?_gl=1*vxqciq*_ga*NV9NbmdtWHdFV01xcHNBOGZ0Wjh1YVVhSGs1ellSRXRyc2lobU5XRHJLYUFEUzdkW
XBWckkxYjdnVzBCdjdaNQ,  pada 9 Juli 2021 pukul 19:04. 




yang diperlukan untuk penelitian. Oleh karena itu, peneliti memilih informan yang 
dianggap mengetahui permasalahan yang diteliti dan dan dapat memberikan informasi 
untuk kemudian dikembangkan sehingga menghasilkan data-data yang valid. Adapun 
kriteria dari informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah informan yang 
mengetahui tentang bagaimana fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Tulungagung 
dalam penyaluran program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang ada di 
Kabupaten Tulungagung, dengan ciri-ciri sebagai berikut: 
 Anggota DPRD yang mengetahui atau terlibat langsung dalam 
pengawasan penyaluran program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.  
 Keterlibatan mereka tidak terbatas oleh jangka waktu dalam pengawasan 
penyaluran program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. 
 Perangkat desa atau pihak yang berhak menyalurkan Bantuan Langsung 
Tunai Dana Desa, karena mereka yang merasakan langsung kinerja dari 
DPRD Kabupaten Tulungagung dalam menjalankan fumgsi pengawasan 
yang dimilikinya. 
 Masyarakat yang menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang 
berusia <65 tahun (usia produktif), karena mereka yang merasakan 





3.5 Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan untuk mengumpulkan 
informasi yang dibutuhkan peneliti. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam 
penelitian ini adalah: 
a) Observasi atau Pengamatan 
Observasi atau pengamatan dilakukan untuk memperoleh informasi 
langsung dari lokasi yang dijadikan tempat penelitian, yaitu lokasi yang 
berkaitan dengan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Tulungagung yang 
berada di Kabupaten Tulungagung. 
Observasi atau pengamatan dilakukan di kantor DPRD Kabupaten 
Tulungagung dan desa yang ada di Kabupaten Tulungagung sebagai pihak 
yang menyalurkan BLT-DD. Dari 257 desa di Kabupaten Tulungagug, 
peneliti memilih Desa Bendosari sebagai lokasi penelitian. Obersvasi 
penting dilakukan karena dengan observasi peneliti dapat mengetahui 
langsung bagaimana lingkungan dan objek penelitian yang dilakukannya. 
Selain itu, dengan observasi peneliti juga akan mengetahui bagaimana 
kinerja dari DPRD Kabupaten Tulungagung dalam mengawasi penyaluran 
program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di masa Pandemi Covid-19, 
sehingga data yang dihasilkan akan lebih faktual. 
b) Wawancara 
Wawancara dalam penelitian kualitiatif yang bersifat deskriptif sangat 




pelaku atau aktor yang menjadi realitas penelitian. Dalam penelitian ini, 
wawancara dilakukan dengan: 
Tabel 2.3 Daftar Narasumber 
No. Narasumber Jabatan 
1.  Pak Marsono Ketua DPRD Kab. Tulungagung 
2.  Pak Sudarmaji Sekretaris DPRD Kab. Tulungagung 
3.  Pak Asrori Ketua Komisi C DPRD Kab. 
Tulungagung 
4.  Pak Imam Kambali Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kab. 
Tulungagung 
5.  Pak Arifin Bendahara Desa Bendosari 
6.  Pak Agus Susanto KPM BLT-DD 
7.  Pak Aksan KPM BLT-DD 
8.  Ibu Lilik Kristiani KPM BLT-DD 
9.  Pak Suyadi KPM BLT-DD 
10.  Ibu Sriatin KPM BLT-DD 
 
c) Dokumentasi 
Dalam penelitian ini, dokumentasi dapat digunakan sebagai media atau alat 
yang menjadi data pendukung peneliti dalam melakukan penelitian. 
Dokumentasi juga dapat digunakan untuk bukti yang memperkuat hasil 
wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti. Dokumentasi dapat 
berbentuk dokumen seperti Undang-Undang, Surat Keputusan, Surat 





3.6 Teknik Analisis Data 
Analisis data merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke 
dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian sehingga dapat ditemukan tema dan dapat 
dirumuskan hipotesis seperti apa yang disarankan oleh data.35 Dalam penelitian ini, 
analisis data dilakukan secara berurutan dari awal sampai akhir penelitian hingga 
datanya menjadi jenuh. Langkah-langkah analisis data menurut Miles dan Huberman 
adalah sebagai berikut:36 
1.   Reduksi Data 
Pada tahap ini, peneliti membuat abstraksi seluruh data yang diperoleh 
melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Reduksi data adalah 
bentuk analisis data yang menajamkan, mengharapkan hal-hal penting, 
menggolongkan mengarahkan, membuang yang tidak diperlukan dan 
mengorganisasikan data agar tersusun secara sistematis dan menghasilkan 
kesimpulan awal yang bermakna. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh 
melalui wawancara dengan perangkat Desa Bendosari, Anggota DPRD 
Kabupaten Tulungagung, dan masyarakat dikumpulkan bersama dengan 
data lain seperti dokumentasi dari arsip Desa Bendosari, arsip DPRD 
Kabupaten Tulungagung, serta peraturan-peraturan terkait pengawasan 
                                               
35 Lexy J. Moelong, Metodologi Penelitian Kualitatif, hlm. 161. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000. 





DPRD dan penyaluran BLT-DD, yang dikemudian diseleksi dan 
disederhanakan dengan tidak menghilangkan keaslian data tersebut.  
2.  Penyajian Data 
Pada tahap ini berisi informasi yang telah tersusun yang kemungkinan 
dapat diambil kesimpulannya untuk mengambil suatu tindakan. Proses 
penyajian data menjabarkan secara keseluruhan dari sekumpulan data yang 
telah diperoleh agar mudah dibaca dam dipahami. Dalam penelitian 
kualitatif, penyajian data sering disampaikan dengan teks yang sifatnya 
deskriptif atau naratif. Data yang disajikan kemudian diharapkan dapat 
menggambarkan bagaimana fungsi pengawasan DPRD Kabupaten 
Tulungagung dalam pelaksanaan program BLT-DD di Kabupaten 
Tulungagung 
3. Kesimpulan dan Verifikasi 
Data yang telah diolah sedemikian rupa (dipolakan, difokuskan, disusun 
secara sistematis) kemudian disimpulkan sehingga dapat diperoleh makna 
dari data tersebut. Namun, kesimpulan yang didapatkan disini masih 
bersifat sementara dan umum. Untuk memperoleh kesimpulan akhir maka 
perlu diperoleh data lain yang baru untuk menguji kesimpulan yang masih 
sementara tersebut. Seperti pada data yang diperoleh melalui wawancara 
bersama dengan anggota DPRD Kabupaten Tulungagung dan perangkat 
Desa Bendosari, dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan 




penyaluran BLT-DD sudah berjalan dengan baik. Namun, dibutuhkan data 
lain untuk verifikasi seperti peraturan yang mengatur pengawasan tersebut 
dan juga data kesesuaian antara penerima BLT-DD yang dimiliki oleh 
dinas sosial dengan Desa Bendosari yang melakukan penyaluran BLT-DD.  
Dengan tahap analisis data mulai reduksi data hingga ke tahap kesimpulan dan 
verifikasi yang dilakukan maka telah memberikan kemudahan untuk pembaca dalam 
memahami proses dan hasil penelitian tentang fungsi pengawasan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (DPRD) periode 2019-2024 terhadap penyaluran program bantuan 
langsung tunai dana desa (BLT-DD) di Kabupaten Tulungagung, khususnya di Desa 






GAMBARAN UMUM  
  
4.1 Profil DPRD Kabupaten Tulungagung 
Kantor DPRD Kabupaten Tulungagung beralamat di Jl. RA. Kartini No.17, 
Kampungdalem, Kec. Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Sebagai 
lembaga legislatif yang mewakili rakyat di pemerintahan, DPRD Kabupaten 
Tulungagung memiliki visi “Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui 
pembangunan ingandaya dan pemerintahan yang berkualitas”. Selain itu, DPRD 
Kabupaten Tulungagung juga memiliki visi: (1) Melaksanakan fungsi legislasi bersama 
kepala daerah dalam hal pembentukan kebijakan daerah; (2) Melaksanakan fungsi 
anggaran dalam hal penetapan APBD bersama kepala daerah; (3) Melaksanakan fungsi 
pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan daerah; dan (4) Memberikan 
pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional 
yang menyangkut kepentingan daerah. 
Kabupaten Tulungagung dibagi ke dalam 5 (lima) daerah pemilihan (dapil) dengan 
rincian sebagai berikut : 
 Dapil 1 : Kecamatan Kedungwaru, Kecamatan Ngantru, dan Kecamatan 
Tulungagung; 





 Dapil 3 : Kecamatan Kalidawir, Kecamatan Pucanglaban, Kecamatan 
Rejotangan, dan Kecamatan Tanggunggunung; 
 Dapil 4 : Kecamatan Bandung, Kecamatan Besuki, Kecamatan Campurdarat, 
dan Kecamatan Pakel; 
 Dapil 5 : Kecamatan Gondang, Kecamatan Karangrejo, Kecamatan Kauman, 
Kecamatan Pagerwojo, dan Kecamatan Sendang. 
 
Selain itu, dalam masa jabatan DPRD Kabupaten Tulungagung 2019-2024, 
terdapat 7 (tujuh) fraksi yang terdiri dari : 
1.      Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F.PDI Perjuangan); 
2.      Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F.PKB); 
3.      Fraksi Partai Golongan Karya (F. Partai Golkar); 
4.      Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F. Partai Gerindra); 
5.      Fraksi Partai Amanat Nasional (F. PAN); 
6.      Fraksi Gabungan Partai Demokrat Partai NasDem Partai Bulan Bintang; dan 
7.      Fraksi Hati Nurani Bersatu 
 
Dalam UU No.17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 




menunjang kelancaran tugas-tugas yang dijalankan oleh DPRD. Dalam DPRD Kab. 
Tulungagung, memiliki 6 (enam) alat kelengkapan yang terdiri dari : 
1. Pimpinan Dewan 
Pimpinan dewan dalam DPRD Kabupaten Tulungagung masa jabatan 2019-2024 terdiri 
dari : 
 Ketua DPRD : Marsono, S.Sos 
 Wakil Ketua 1 : Adib Makarim, MH 
 Wakil Ketua 2 : Drs. Asmungi, M.Si. 
 Wakil Ketua 3 : Ahmad Baharudin 
2. Komisi-komisi 
Dari 7 (tujuh) fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Tulungagung, semua anggota DPRD 
berjumlah 50 (lima puluh) orang. Maka, sesuai dengan UU No.17 tahun 2014 tentang 
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 378b, DPRD Kabupaten/kota yang 
memiliki anggota lebih dari 35 (tiga puluh lima) orang membentuk 4 (empat) komisi. 
Oleh karena itu, di DPRD Kabupaten Tulungagung juga memiliki 4 (empat) komisi yang 
terdiri dari : 
 Komisi A : Bidang Hukum, Pemerintahan, dan Pendidikan 
 Komisi B : Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat 
 Komisi C : Bidang Keuangan dan Kesehatan 




3.      Badan Musyawarah 
4.      Badan Pembentukan Peraturan Daerah 
5.      Badan Anggaran 
6.      Badan Kehormatan 
 
Anggota DPRD Kabupaten Tulungagung yang menjabat ditahun 2019-2024 
dengan total 50 anggota yang berasal dari 5 daerah pemilihan, 7 fraksi tersebut, dan 4 
komisi yaitu: 
Tabel 3.4 Daftar Anggota DPRD Kab. Tulungagung Masa Jabatan 2019-2024 
No. Nama Anggota Fraksi Dapil Komisi 
1.        Adib Makarim, MH F. PKB 1 D* 
2.        Hj. Binti Luklukah, SM F. PDIP 1 A 
3.        Leman Dwi Prasetyo, 
SE 
F. Partai Golkar 1 D 
4.        Rizal Abdulloh, S.IP F. PAN 1 A 
5.        Gunawan F. Partai Gerindra 1 A 
6.        The Hong Sem F. Gabungan Partai Demokrat, 
Nasdem, PBB 
1 C 
7.        H. Renno Mardiputro, 
SPd 
F. Partai Gerindra 1 A 




9.        Sofyan Heryanto, SE F. Gabungan Partai Demokrat, 
Nasdem, PBB 
1 B 
10.    H. Supriyono, SE, MSi* F. PDIP 1 D 
11.    Ahmad Baharudin F. Partai Gerindra 2 B* 
12.    Drs. H. Imam Ngaqoib, 
MH 
F. PAN 2 D 
13.    Nila Kusuma, SE, SPd F. Gabungan Partai Demokrat, 
Nasdem, PBB 
2 B 
14.    Muti’in, SE, Msi F. Hanura 2 B 
15.    H. Sukanto, S. Kep, 
Ners, Mkes 
F. Partai Golkar 2 A 
16.    Sumarno F. PDIP 2 C 
17.    Choirurrohim, SH F. PKB 2 B 
18.    H. Fuad Ashari F. PKB 2 C 
19.    H. Nurhamim, S.Ag F. Gabungan Partai Demokrat, 
Nasdem, PBB 
2 D 
20.    Agung Darmanto F. PDIP 2 B 
21.    Abdullah Ali Munib F. PKB 2 D 




23.    H. Imam Sapingi F. Gerindra 3 D 
24.    Drs. H. Mashud F. PKB 3 A 
25.    Endriyani F. Hanura 3 D 
26.    Drs. H. Misbah, MM F. PAN 3 B 
27.    Samsul Huda, S.Ag, 
MPd 
F. PDIP 3 A 
28.    Joko Tri Asmoro F. PDIP 3 B 
29.    Andri Santoso, Amd, 
Kep 
F. Golkar 3 D 
30.    Imam Kambali, SE, Msi F. Hanura 3 A 
31.    Drs. H. Asmungi F. Golkar 4 C* 
32.    Imam Khoiruddin, S.Ag F. PAN 4 A 
33.    Widodo Prasetyo, SP, 
MP 
F. Gerindra 4 C 
34.    Ali Masrup F. PKB 4 B 
35.    Faruuq Tri Fauzi MpdI F. Gerindra 4 B 
36.    Hj. Susilowati, SE F. PDIP 4 B 
37.    Suprapto, Spt, MMA F. PDIP 4 D 




39.    Drs. Subani Sirab F. Hanura 4 C 
40.    H. Fendy Yuniar M.SE F. PAN 5 C 
41.    Riska Wahyu 
Nurfitasari, SPd 
F. Gabungan Partai Demokrat, 
Nasdem, PBB 
5 A 
42.    Marsono, S.Sos F. PDIP 5 A* 
43.    Adrianto, SPd F. Gerindra 5 C 
44.    Asrori, SH F. Golkar 5 C 
45.    Basroni F. Gerindra 5 D 
46.    Gandi Wardoyo F. Gabungan Partai Demokrat, 
Nasdem, PBB 
5 D 
47.    H. Heru Santoso, SPd, 
MPd 
F. PDIP 5 C 
48.    H. Saiful Anwar, MH F. PDIP 5 D 
49.    Sutomo, SE F. Gabungan Partai Demokrat, 
Nasdem, PBB 
5 C 
50.    Yuli Nadhifah Triswati, 
ST 
F. PKB 5 C 
Sumber : Arsip DPRD Kabupaten Tulungagung 
Komisi yang bertugas untuk mengawasi penyaluran BLT-DD adalah Komisi C 





Tabel 4.4 Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Tulungagung 
No. Nama Posisi Fraksi Dapil 
1.  Drs. H. Asmungi. 
M.Si. 
Koordinator Golkar 4 
2.     Asrori Ketua Golkar 5 





4.  Drs. Subani Sirab Sekretaris Hanura 4 
5.  Suharminto Anggota PDIP 1 
6.  Sumarno Anggota PDIP 2 
7.  H.M. Zainudin Anggota PKB 5 
8.  Adrianto Anggota Gerindra 5 
9.  Widodo Prasetyo Anggota Gerindra 1 
10.  H. Fendi Yuniar Anggota PAN 5 
11.  The Hong Sem Anggota Gabungan Partai Demokrat, 
Nasdem, PBB 
1 
12.  Sutomo Anggota Gabungan Partai Demokrat, 
Nasdem, PBB 
5 
13.  Fuad Ashari Anggota PKB 2 




4.2 Gambaran Desa Bendosari 
Pada sub-bab ini akan diuraikan profil Desa Bendosari secara umum yang 
digunakan untuk dasar penelitian agar mendapatkan data dan informasi yang 
dibutuhkan dalam melaksanakan penelitian. Selain itu, gambaran umum Desa 
Bendosari diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada peneliti dan pembaca 
untuk mengetahui keadaan umum di lokasi penelitian ini. 
Wilayah Desa Bendosari terletak pada wilayah daratan dengan titik koordinat yang 
berada pada 111.92712 BT dan 08.01278 LS. Secara keseluruhan, Desa Bendosari 
memiliki luas wilayah seluas 250.000 m² yang terbagi ke dalam tiga dusun, yakni 
Dusun Ngasinan, Dusun Bendosari, dan Dusun Penjalinan. Pusat pemerintahan Desa 
Bendosari terletak di Dusun Ngasinan RT 02/RW 01 dengan menempati area lahan 
seluas 800 m².  
Jumlah penduduk Desa Bendosari sebanyak 5.235 jiwa yang terdiri dari 2.562 jiwa 
penduduk laki-laki dan 2.673 jiwa penduduk perempuan. Penduduk Desa Bendosari 
tersebar dalam tiga dusun, 12 RW, dan 52 RT. Sesuai data yang terdapat dalam BPS 
Kabupaten Tulungagung, penduduk Desa Bendosari merupakan Desa dengan 
kepadatan penduduk tertinggi nomor tiga di Kecamatan Ngantru setelah Desa 
Padangan dan Desa Pojok.  
Jumlah penduduk dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori usia, yakni usia 
belum produktif (0-14 tahun), usia produktif (15-64 tahun), dan usia tidak produktif 
(lebih dari 65 tahun). Adapun distribusi penduduk Desa Bendosari berdasarkan usia 









Laki-laki Perempuan  
0 – 4 216 213 
5 – 9 217 200 
10 - 14 200 198 
15 - 19 212 165 
20 - 24 187 172 
25 - 29 196 196 
30 - 34 191 194 
35 - 39 231 187 
40 - 44 196 183 
45 - 49 173 192 
50 – 54 151 151 
55 – 59 126 150 
60 – 64 95 89 
65+ 171 383 
Jumlah 2.562 2.673 
Sumber : Data dari BPS Kabupaten Tulungagung 
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 5.235 jiwa penduduk Desa Bendosari, 
yang termasuk golongan usia usia belum produktif (0-14 tahun) ada 1.244 jiwa, usia 
produktif (15-64 tahun) ada 3.437 jiwa, dan usia tidak produktif (lebih dari 65 tahun) 




Penduduk Desa Bendosari memiliki berbagai mata pencaharian, semakin banyak 
mata pencaharian disuatu daerah, maka akan semakin banyak tenaga kerja yang 
terserap. Beberapa mata pencaharian yang menjadi sumber penghasilan utama 
masyarakat Desa Bendosari adalah sektor pertanian, pertambangan, industri 
pengolahan, konstruksi, dan lain-lain. Adapun distribusi penduduk berdasarkan sumber 
penghasilan  dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 
Tabel 6.4 Distribusi penduduk Desa Bendosari berdasarkan sumber penghasilan 
Sumber Penghasilan Utama Jumlah (jiwa) 
Pertanian  1.043 
Pertambangan/penggalian  21 
Industri pengolahan 142 
Listrik, gas, dan air 5 
Kontruksi/bangunan 70 
Perdagangan, hotel, dan restauran 196 
Angkutan dan komunikasi 31 
Keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan 32 
Jasa – jasa 69 
Lainnya  61 
Total Keseluruhan 1.670 
Sumber : BPS Kabupaten Tulungagung   
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 5.235 jiwa penduduk Desa Bendosari, 
yang aktif bekerja sebanyak 1.670 orang. Dengan demikian, berarti ada 48,59% dari 




(51,41%) penduduk usia produktif yang belum dan tidak bekerja. Hal ini disebabkan 
karena sudah pensiun, belum mendapatkan pekerjaan yang tetap, ataupun masih fokus 
dalam dunia pendidikan. Mata pencaharian terbanyak yang ada di Desa Bendosari 
adalah bekerja disektor pertanian. Dimasa pandemi yang mengharuskan banyak 
mengurangi kegiatan atau aktivitas di luar rumah menyebabkan banyak masyarakat 
harus beraktifitas didalam rumah. Hal ini tentunya berpengaruh pada tingkat 
pendapatan masyarakat Desa Bendosari yang sebagian besar merupakan seorang petani 
yang harus bekerja di sawah. Oleh karena itu, dengan adanya BLT-DD diharapkan 
dapat membantu perekonomian masyarakat Desa Bendosari.  
Jika dilihat dari aspek pengetahuan, semakin tinggi tingkat pendidikan, maka 
kualitas penduduk pun juga akan mengarah ke arah yang lebih baik. Namun, hal ini 
belum dapat sepenuhnya menjamin tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya 
pendidikan. Apabila masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dan 
kesadaran moral yang tinggi pula, maka akan semakin mudah untuk dapat mewujudkan 
tatanan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Adapun tingkat pendidikan masyarakat 
yang ada di Desa Bendosari dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 
Tabel 7.4 Tingkat pendidikan masyarakat Desa Bendosari 
Tingkat Pendidikan Jumlah (jiwa) 
Tidak bersekolah 966 
Belum tamat SD 662 
Tamat SD 1.408 




Tamat SMA 1.092 
Tamat Perguruan Tinggi 264 
Sumber : BPS Kabupaten Tulungagung 
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sebagian besar penduduk Desa Bendosari 
sudah mendapatkan pendidikan formal, meskipun masih terdapat penduduk yang tidak 
tamat sekolah. Penduduk Desa Bendosari yang mengenyam pendidikan terbayak 
adalah tamat SD, yaitu sebanyak 1.408 orang. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat 
pendidikan di Desa Bendosari masih rendah. Tetapi, karena masih terdapat beberapa 
orang yang sedang dalam masa penyelesaian pendidikan, mereka dapat menjadi 










5.1 Penetapan Standar Pelaksanaan atau Perencanaan 
Pengawasan terhadap BLT-DD oleh DPRD Kabupaten Tulungagung dilakukan 
Komisi C yang fokus pada bidang keuangan dan kesehatan. Pada masa pandemi Covid-
19, banyak terjadi perubahan-perubahan mekanisme kerja akibat adanya keharusan 
untuk menjaga jarak, mengurangi interaksi dengan banyak orang, dan menghindari 
kerumunan agar tidak menambah jumlah kasus positif Covid-19. Hal inipun terjadi di 
DPRD Kabupaten Tulungagung, seperti yang diungkapkan oleh salah satu narasumber, 
yakni Pak Sudarmaji yang merupakan sekretaris DPRD, bahwa : 
“Ada beberapa perubahan yang terjadi dalam sistem kerja DPRD Kabupaten 
Tulungagung dimasa pandemi. Pada saat ini semua kegiatan menjadi terbatas. 
Dalam menerima kunjungan kerja dari luar ataupun melakukan kunjungan kerja 
ke luar juga terkendala, karena harus melakukan pemeriksaan kesehatan 
terlebih dahulu, melakukan pembatasan jumlah peserta kunjungan, dan 
kunjungan kerja ke luar daerah pun berkurang. Sehingga jika tidak melakukan 
kunjungan ke luar daerah dan tidak ada rapat, maka dibuat untuk melakukan 
pengawasan ke daerah, kecamatan atau desa-desa yang ada di Kabupaten 
Tulungagung.”37 
  
                                               





Sebagai wakil rakyat di daerah, anggota DPRD memiliki kewajiban untuk 
mengawasi penyelenggaraan keuangan yang ada di daerah. Pengawasan dapat 
dilakukan secara individual ataupun secara institusional. Secara umum, pengawasan 
yang dilakukan oleh DPRD dapat dikelompokkan ke dalam 6 (enam) jenis, yaitu : 
a) Pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan DPRD, yaitu pengawasan yang 
dilaksanakan langsung atas nama pimpinan DPRD; 
b) Pengawasan oleh anggota DPRD, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh 
anggota DPRD; 
c) Pengawasan oleh Komisi, yaitu pengawasan yang menjadi ruang lingkup 
atau bidang tugas komisi dan dilakukan oleh komisi yang bertugas tersebut; 
d) Pengawasan oleh Gabungan Komisi, yaitu pengawasan yang ruang 
lingkupnya adalah bidang-bidang yang menjadi tugas lintas komisi dan 
dilaksanakan oleh minimal dua komisi atau lebih; 
e) Pengawasan yang dilakukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) dan Panitia 
Khusus (Pansus), yaitu pengawasan yang dilakukan oleh alat kelengkapan 
DPRD yang dibentuk secara khusus diwaktu tertentu untuk melakukan 
pengawasan; dan 
f) Pengawasan yang dilakukan oleh fraksi-fraksi, pengawasan oleh fraksi 
sebenarnya bukanlah alat kelengkapan yang dimiliki oleh DPRD, tetapi 
sebagai perpanjangan tangan partai politik untuk mnenyalurkan agenda 
atau kepentingan partai politik terkait dalam institusi DPRD. Meskipun 




kinerja pelayanan publik yang wajib disampaikan secara langsung melalui 
alat kelengkapan dewan dan/atau induk partai politik yang bersangkutan 
sebagai bentuk penyikapan politik. 
Pengawasan terhadap pelaksanaan penyaluran BLT-DD merupakan pengawasan 
yang dilakukan terhadap kinerja perangkat desa dalam menyalurkan bantuan langsung 
tunai yang bersumber dari dana desa pada masa pandemi Covid-19. Dengan demikian, 
pengawasan terhadap penyaluran program BLT-DD dilakukan dengan melihat atau 
mengkaji apa yang tertuang dalam dokumen penjabaran anggaran dana desa yang 
diikuti oleh observasi di lapangan. 
Sebelum melaksanakan pengawasan, sebagai institusi negara yang memiliki dasar 
hukum, DPRD harus menetapkan standar pengawasan terlebih dahulu agar anggota 
DPRD yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan dapat melaksanakan tugasnya 
dengan baik dan terarah. Dalam mengawasi pelaksanaan penyaluran BLT-DD di Desa 
Bendosari Kecamatan Ngantru, pengawasan difokuskan kepada proses penyaluran 
BLT-DD dan kinerja perangkat desa yang bertugas dalam pelaksanaan penyaluran 
BLT-DD. Sasaran pengawasan ini berkaitan dengan hal-hal yang konkret seperti 
memantau atau mencermati pelaksanaan penyaluran BLT-DD yang sedang 
berlangsung di Desa Bendosari. Kemudian untuk standar pengawasan yang menjadi 
acuan adalah apakah pelaksanaan penyaluran BLT-DD di Desa Bendosari sudah sesuai 
aturan dari Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Tranmigrasi 
Republik Indonesia No.6 Tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan Republik 




2020 sudah turut membantu mensejahterakan masyarakat dimasa pandemi Covid-19 
atau belum. 
Program BLT-DD yang dilaksanakan oleh desa-desa di Indonesia tersebut 
dilakukan dalam rangka membantu masyarakat dimasa pandemi Covid-19 sebagai 
program dari pemerintah pusat yang kewenangannya diserahkan kepada desa melalui 
penggunaan dana desa dalam satu tahun anggaran. Dana desa sendiri merupakan dana 
desa yang bersumber dari APBN dan dialokasikan ke desa melalui transfer APBD. Hal 
ini penting diawasi oleh berbagai pihak, salah satunya DPRD karena adanya anggaran 
yang cukup besar rawan sekali untuk diselewengkan dan adanya kehadiran DPRD yang 
mengawasi penyaluran BLT-DD diharapkan dapat menjembatani aspirasi masyarakat 
untuk pemerintah. 
Dalam penyaluran BLT-DD, pemerintah desa diawasi oleh masyarakat, 
inspektorat, camat, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk kemudian 
dipertanggungjawabkan ke DPMD melalui kecamatan. Meskipun pengawasan yang 
dilakukan oleh Komisi C DPRD Kabupaten Tulungagung terhadap penyaluran BLT-
DD bukan sebagai tugas pokok dan fungsi utama dari DPRD, pengawasan ini 
merupakan salah satu bentuk program kerja bersama dengan dinas sosial yang 
merupakan mitra kerja Komisi C DPRD Kabupaten Tulungagung yang membawahi 
bidang keuangan dan kesehatan dan juga sebagai salah satu upaya untuk lebih 
mempersempit adanya penyalahgunaan dana bantuan dari pemerintah untuk 




Dalam prosesnya, menurut penuturan dari bendahara Desa Bendosari, dalam 
mengelola dana desa serta melaksanakan penyaluran BLT-DD, pemerintah Desa 
Bendosari tidak mengalami kesulitan. Hal ini seperti yng diungkapkan oleh Pak Arifin 
sebagai bendahara Desa Bendsoari. Beliau mengatakan bahwa: 
“Selama mengelola dana desa dan melaksanakan program BLT-DD, Desa 
Bendosari tidak mengalami kendala atau kesulitan yang berarti. Ini dikarenakan 
seluruh perangkat desa saling membantu dan melaksanakan tugasnya dengan 
baik serta tanggung jawab. Apabila terjadi kendala pun maka akan saling 
membantu, jadi kesulitan akan mudah teratasi.”38 
Selain itu, dalam proses pengajuan hingga penyaluran pemerintah Desa Bendosari 
mengajak seluruh tokoh masyarakat desa setempat yang tergabung dalam Lembaga 
Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), 
Karangtaruna Desa Bendosari, dan lembaga-lembaga berwenang seperti Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) untuk musyawarah. Hal ini dilakukan agar proses 
penyaluran BLT-DD tidak pernah ada respon negatif atau keluhan dari masyarakat 
Desa Bendosari yang beranggapan bahwa penerima manfaat tidak tepat sasaran 
ataupun pilih-pilih penerima. Berikut struktur organisasi tata kerja pemerintah Desa 
Bendosari yang berperan dalam proses penyaluran BLT-DD : 
                                               





Gambar 3.3 struktur organisasi tata kerja pemerintah Desa Bendosari  
 
Dana desa yang diterima oleh desa setiap tahunnya tidaklah sama. Berdasarkan PP 
No. 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP No.60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, 
pasal 11 disebutkan bahwa : 
1. Dana desa setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah desa; 
2. Dana desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan: 




b. Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, 
angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa 
setiap kabupaten/kota. 
3. Tingkat kesulitan ditunjukkan oleh indeks kelemahan konstruksi; 
4. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks 
kemahalan konstruksi bersumber dari kementerian yang berwenang, 
dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang 
statistik; 
5. Dana desa setiap kabupaten/kota ditetapkan dalam peraturan presiden 
mengenai rincian APBN. 
Agar dana desa yang bersumber dari APBN dan ditransfer melalui APBD dapat 
diterima oleh desa, pemerintah desa harus memenuhi beberapa prosedur pencairan 
dana. Proses pencairan dana desa ke rekening desa di Desa Bendosari dibagi kedalam 
tiga tahap sebagai berikut: 
Tahap 1 
- Desa melalui bendahara desa mengajukan kwitansi pencairan ke Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Tulungagung 
-  Uang ditransfer ke rekening kas desa 
-  Uang diambil oleh bendahara desa dan kepala desa 
- Dana desa yang sudah diambil direalisasikan sesuai kebutuhan 





- Desa melalui bendahara desa mengajukan kwitansi pencairan ke Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Tulungagung 
- Uang ditransfer ke rekening kas desa 
- Uang diambil oleh bendahara desa dan kepala desa 
- Dana desa yang sudah diambil direalisasikan sesuai kebutuhan 
- Menyiapkan laporan realisasi tahap 1 
- Membuat Surat Pertanggungjawaban dan dilaporkan ke kecamatan 
Tahap 3 
- Desa melalui bendahara desa mengajukan kwitansi pencairan ke Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Tulungagung 
- Uang ditransfer ke rekening kas desa 
-  Uang diambil oleh bendahara desa dan kepala desa 
- Dana desa yang sudah diambil direalisasikan sesuai kebutuhan 
- Menyiapkan laporan realisasi tahap 1 dan 2 
- Membuat Surat Pertanggungjawaban dan dilaporkan ke kecamatan 
 
Anggaran dana desa tahun 2020 untuk Kabupaten Tulungagung telah ditetapkan 
sebesar Rp. 237 miliar. Setiap desa di Kabupaten Tulungagung dengan jumlah 




Rp. 990 juta sampai dengan Rp. 1 miliar lebih.39 Untuk Desa Bendosari pada tahun 
anggaran 2020 mendapat dana desa sebesar Rp. 825.577.000,-. Dana desa tersebut 
dibagi untuk 2 bidang dengan rincian sebagai berikut: 
Tabel 8.5 Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Desa Bendosari 




Pendidikan Rp. 5.581.800,- 
Kesehatan Rp. 42.293.000,- 
Pekerjaan Umum dan Penataan 
Ruang 
Rp. 252.051.800,- 
Kawasan Permukiman Rp. 16.100.000,- 





Keadaan Darurat, dan 
Mendesak Desa 
Penanggulangan Bencana Rp. 93.440.400,- 
Keadaan Mendesak (BLT-DD) Rp. 361.800.000,- 
TOTAL Rp. 825.577.000,- 
Sumber : Pemerintah Desa Bendosari 
Keputusan untuk penggunaan dana desa di Desa Bendosari tahun anggaran 2020 
ke dua bidang tersebut dilakukan setelah melalui beberapa tahap, yaitu: 
                                               
39 Amir, Tahun 2020 Kabupaten Tulungagung Mendapat Dana Desa Sejumlah Rp. 237 miliar, Naik Rp. 4 miliar dari Tahun 
2019, diakses melalui https://mayangkaranews.com/tahun-2020-kabupaten-tulungagung-mendapat-dana-desa-sejumlah-rp-237-




1. Melaksanakan Musyawarah Dusun yang kemudian dibawa ke Musyawarah 
Desa dan Musywarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang 
melibatkan seluruh tokoh masyarakat Desa Bendosari, Badan Permusyawaratan 
Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Kader 
Pembangunan Manusia (KPM), dan Karang Taruna; 
2. Melaksanakan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) yang juga 
melibatkan seluruh tokoh masyarakat Desa Bendosari, Badan Permusyawaratan 
Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Kader 
Pembangunan Manusia (KPM), dan Karang Taruna; 
3. Membuat Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) 
yang dimusyawarahkan oleh BPD dan Kepala Desa; 
4. RAPBDes yang telah disetujui oleh BPD dan Kepala Desa dibuat menjadi 
peraturan desa dan kemudian menjadi APBDes; 
5. Membentuk tim APBDes yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, 
Kepala Seksi, dan Kepala Urusan membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB); 
dan 
6. RAB yang telah disetujui oleh kepala desa ditetapkan menjadi peraturan 
kepala desa. 
Dalam setiap rencana penggunaan anggaran yang dilakukan di Desa Bendosari, 
Desa Bendosari selalu melakukan musywarah terlebih dahulu dengan masyarakat dan 
juga tokoh masyarakat. Musyawarah dilakukan bertujuan agar dalam penggunaan dana 




di masyarakat. Hal ini selaras dengan yang diungkapkan oleh Pak Arifin bendahara 
Desa Bendosari, bahwa: 
“langkah pertama yang kami lakukan ketika akan menyusun rencana 
penggunaan anggaran dana desa untuk satu tahun anggaran adalah melakukan 
Musdus, Musdes, lalu dibawa ke Musrenbang. Jadi kami menggali aspirasi dari 
bawah terlebih dahulu.”40 
Untuk dana yang digunakan untuk pemberian BLT-DD, masuk ke dalam Bidang 
Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa dengan anggaran sejumlah Rp. 
361.800.000,-. Total dana untuk  Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan 
Mendesak Desa yang berjumlah sebesar Rp.455.240.400,- digunakan untuk 
penanganan Covid-19 di Desa Bendosari dengan rincian sebagai berikut: 
Tabel 9.5 Penggunaan Dana Desa Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan 
Mendesak Desa 
No. Sub Bidang Penanggulangan Bencana Jumlah (Rp) 
1. Sarana Prasarana Tanggap Darurat Bencana Wabah Covid-19 11.875.300,- 
2. Perlengkapan Kesehatan Tanggap Darurat Bencana Covid-19 47.912.350,- 
3. Terselenggaranya pelayanan tanggap darurat Covid-19 33.652.70 
No. Sub Bidang Keadaan Mendesak Jumlah (Rp) 
1. Penanganan Keadaan Darurat 361.800.000 
                                               





Sumber : Pemerintah Desa Bendosari 
Adanya penyebaran virus corona yang sangat cepat hingga ditetapkan menjadi 
pandemi oleh WHO menyebabkan kekhawatiran semua pihak. Baik pemerintah daerah 
ataupun pemerintah pusat berusaha sebaik mungkin untuk memutus mata rantai 
penyebaran virus corona melalui berbagai strategi dan kebijakan, misalnya dengan 
adanya physical distancing, penerapan jam malam, peningkatan alokasi kesehatan, 
hingga dibentuknya gugus tugas penanganan Covid-19, serta adanya denda terhadap 
masyarakat yang tidak menerapkan protokol kesehatan ketika keluar rumah. Hal ini 
juga dilakukan oleh Pemerintah Desa Bendosari. Selain menganggarkan dana untuk 
menghadapi pandemi Covid-19, Pemerintah Desa Bendosari mengambil kebijakan 
untuk segera membentuk tim gugus tugas penanganan Covid-19 di desa, 
memberlakukan berbagai peraturan, seperti penerapan jam malam mulai pukul 21:00 
WIB – 06:00 WIB, wajib lapor kepada ketua RT untuk orang yang baru datang dari 
luar kota atau luar negeri agar melakukan karantina kesehatan yang bertempat di 
sekolah-sekolah dasar yang ada di Desa Bendosari terlebih dahulu sebelum mereka 
pulang dan bertemu keluarga di rumah. 
Pemerintah Desa Bendosari juga menganggarkan dana sebesar Rp. 93.440.400 
untuk menangani pandemi Covid-19 dengan cara: (1) menyediakan ruang isolasi 
beserta perlengkapannya; (2) membuat portal di pertigaan atau perempatan jalan 




masker kepada masyarakat desa; (4) menyediakan tempat cuci tangan dan sabun di 
tempat-tempat strategis desa; (5) melakukan penyemprotan rutin setiap 2 minggu sekali 
di rumah-rumah warga atau fasilitas umum desa; dan (6) memberikan konsumsi untuk 
masyarakat desa yang terindikasi Covid-19 tanpa gejala dan  melakukan isolasi mandiri 
di rumah. Hal inipun juga diungkapkan oleh Pak Arifin selaku bendahara Desa 
Bendosari, bahwa : 
“Dalam menangani pandemi Covid-19 di Desa Bendosari, kami pemerintah desa 
juga menyiapkan tempat isolasi untuk  warga yang positif di kantor desa.”41 
Berbagai usaha yang dilakukan oleh pemerintah Desa Bendosari menghasilkan 
dampak baik yang menjadikan kasus Covid-19 di Desa Bendosari hingga akhir tahun 
2020 dengan 0 kasus positif Covid-19 dan menjadikan Desa Bendosari berada dalam 
zona hijau di daerah Kecamatan Ngantru. Berikut data kasus Covid-19 di Desa 
Bendosari: 
                                               





Gambar 4.4 Kasus Konfirmasi Covid-19 di Desa Bendosari 
Sumber : Pemerintah Desa Bendosari 
Jika ada masyarakat Desa Bendosari yang berada di wilayah Kabupaten 
Tulungagung terkonfirmasi positif Covid-19 namun tidak memiliki gejala serius, maka 
untuk perawatannya juga dapat dilakukan di Rusunawa Mahasiswa IAIN Tulungagung 
dengan memilih melakukan karantina disana, serta dirawat di RSUD Dr. Iskak 
Kabupaten Tulungagung yang merupakan rumah sakit rujukan Covid-19 di Kabupaten 
Tulungagung untuk orang yang memiliki gejala cukup serius dan mengkhawatirkan. 
Dari berbagai usaha tersebut akhirnya benar-benar dapat menjadikan Desa Bendosari 





5.2  Pengukuran kerja 
Jika dilihat dari bentuk pengawasannya, pengawasan yang dilakukan oleh DPRD 
Kabupaten Tulungagung khususnya Komisi C terhadap pelaksanaan penyaluran BLT-
DD di Desa Bendosari termasuk kedalam bentuk pengawasan concurrent, yakni 
pengawasan yang berfokus pada apa yang terjadi selama proses penyaluran BLT-DD 
berlangsung dengan tujuan memonitor aktivitas yang sedang berjalan tersebut apakah 
sudah berjalan sesuai dengan rencana dan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang 
tidak baik terjadi. 
Selanjutnya mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Komisi C DPRD 
Kabupaten Tulungagung terhadap pelaksanaan penyaluran BLT-DD di Desa Bendosari 
dapat dikategorikan sebagai pengawasan terhadap pengadministrasian dan pelaksanaan 
program yang diciptakan dengan peraturan. Dalam pengawasan ini, DPRD melakukan 
pengawasan terhadap administrasi pelaksanaan program dengan terlebih dahulu 
mengetahui peraturan yang berkaitan dengan penyaluran BLT-DD yakni Peraturan 
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Tranmigrasi Republik Indonesia 
No.6 Tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
156/PMK.07/2020, dan Peraturan Bupati Tulungagung No.63 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati No.91 Tahun 2019 tentang Tata Cara 
Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa pada Setiap Desa di Kabupaten 
Tulungagung Tahun Anggaran 2020 kemudian menindaklanjuti pengawasan terhadap 




Pengawasan oleh DPRD Kabupaten Tulungagung secara umum dilakukan ketika 
terjadi masalah yang banyak diperbincangkan oleh masyarakat, ada laporan dari 
Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan merencanakan akan melakukan pengawasan 
tertentu. Dalam melakukan pengawasan terhadap BLT-DD di Kabupaten Tulungagung 
yang terdiri dari 257 desa, Komisi C DPRD Kabupaten Tulungagung mengambil 
sampling beberapa desa yang ada di Kecamatan Ngantru untuk diawasi. Desa-desa 
tersebut adalah Desa Bendosari, Desa Pinggirsari, dan Desa Batokan. Apabila 
penyaluran BLT-DD sudah sesuai dengan aturan dan tidak ditemukan adanya 
penyelewengan, maka mekanisme penyaluran yang sudah ada dapat dilanjutkan dan 
selanjutnya melakukan pertanggungjawaban melalui pelaporan penyerapan APBDesa 
setiap tahunnya. 
Dana desa dapat dianggap sebagai salah satu sumber pendapatan desa yang sangat 
penting dan sumber pendapatan desa yang besar. Dalam penggunaan dana desa untuk 
satu tahun anggaran dialokasikan untuk beberapa bidang yang sebelumnya telah 
dimusyawarahkan oleh berbagai pihak dalam Musyawarah Desa (MusyDes). Dari 
penuturan yang diungkapkan oleh Pak Arifin selaku bendahara Desa Bendosari, dalam 
menentukan siapa saja yang berhak menerima BLT-DD, Pemerintah Desa Bendosari 
tidak asal memilih penerima manfaat, tetapi melakukan berbagai tahapan, yaitu: 
1. Membentuk tim relawan melalui musyawarah desa; 
2. Mendata masyarakat yang sesuai dengan kriteria penerima manfaat BLT-DD; 




4. Data yang diperoleh ditetapkan menjadi KPM BLT-DD yang kemudian 
ditetapkan ke dalam Perdes; dan 
5. Menyalurkan BLT-DD kepada penerima manfaat BLT-DD. 
Pemerintah Desa Bendosari juga mengupayakan agar masyarakat Desa Bendosari 
banyak yang merasakan manfaat dari adanya BLT-DD. Hal ini seperti yang 
diungkapkan oleh Pak Arifin yang merupakan bendahara Desa Bendosari bahwa: 
“Karena desa hanya sebagai penyalur, jadi manfaatnya lebih banyak dirasakan 
oleh masyarakat yang menerima BLT-DD. Hal ini dibuktikan dengan adanya 
respon masyarakat yang bagus dan tidak ada komplain selama ini. Kalaupun 
ada komplain itu mungkin dari masyarakat yang tidak menerima bantuan dan 
merasa ingin dibantu oleh pemerintah juga”.42 
Hal ini selaras dengan yang diungkapkan oleh Pak Aksan, salah satu penerima 
BLT-DD di Desa Bendosari bahwa: 
“Alhamdulillah sangat terbantu, karena selama ada Corona penghasilan 
menurun, hanya di sawah. Kalau bisa harapan saya bantuan-bantuan ini tetap 
diteruskan karena sejak pandemi ekonomi berantakan”.43 
Dalam pengukuran kerja, Komisi C DPRD Kabupaten Tulungagung 
melaksanakan pengukuran kerja dengan cara inspeksi  mendadak bersama dengan 
dinas sosial Kabupaten Tulungagung. Pengawasan oleh Komisi C DPRD Kabupaten 
Tulungagung terhadap pelaksanaan penyaluran BLT-DD di Desa Bendosari 
                                               
42  Hasil wawancara dengan Pak Arifin, bendahara Desa Bendosari, pada 22 Maret 2021 




dilaksanakan pada Kamis, 27 Juli 2020. Dalam melakukan pengawasan terhadap BLT-
DD, ranah pengawasan DPRD sebenarnya lemah karena bukan merupakan tugas pokok 
dan fungsi langsung pengawasan DPRD yang diatur dalam peraturan khusus. Oleh 
karena itu, DPRD melakukan pengawasan dengan cara sidak langsung ke desa-desa 
yang sedang menyalurkan BLT-DD bersama dengan dinas sosial yang merupakan 
mitra kerja Komisi C dan juga menangani langsung terkait pemberian bantuan-bantuan 
untuk masyarakat dimasa pandemi dari pemerintah. Dalam sidak tersebut, DPRD 
Kabupaten Tulungagung melakukan diskusi bersama dengan perangkat Desa 
Bendosari terkait mekanisme penyaluran BLT-DD, pengecekan data penerima BLT-
DD, dan mendengarkan aspirasi dari masyarakat terkait penyaluran BLT-DD di Desa 
Bendosari. 
 
5.3 Penilaian Kinerja 
Dalam melaksanakan pengawasan, program yang sedang diawasi perlu dinilai agar 
dapat menciptakan kinerja yang baik dan memberikan banyak manfaat untuk orang 
lain. Peneliti pun mewawancarai dan mencari informasi kepada Pak Asrori selaku 
Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Tulungagung yang melakukan pengawasan 
terhadap penyaluran BLT-DD di Desa Bendosari untuk mengetahui bagaimana tugas 
Komisi C DPRD Kabupaten Tulungagung dalam mengawasi penyaluran BLT-DD di 
Desa Bendosari, Pak Asrori mengatakan bahwa : 
“Ketika akan melakukan pengawasan, tidak ada persiapan spesifik yang 




sudah sangat profesional. Namun sebagai langkah pertama yang dilakukan 
Komisi C setelah mengetahui adanya Perbup yang mengatur tentang penyaluran 
BLT-DD di Kabupaten Tulungagung yang sumber dananya ditransfer melalui 
APBD, Komisi C yang bermitra dengan Dinas Sosial yang memiliki tanggung 
jawab untuk menangani bantuan-bantuan sosial dari pemerintah dimasa 
pandemi melakukan rapat kerja untuk mendiskusikan bagaimana pelaksanaan 
BLT-DD di Kabupaten Tulungagung dan desa mana saja yang melakukan 
penyaluran ditanggal yang telah diagendakan bersama untuk dilakukan inspeksi 
mendadak sebagai bentuk pengawasan dari DPRD. Setelah datang ke Desa yang 
melakukan penyaluran BLT-DD, jika tidak ada pengaduan atau keluhan dari 
masyarakat dan pelaksanaan penyaluran BLT-DD sudah berjalan dengan baik, 
maka penyaluran BLT-DD di desa tersebut dapat terus disalurkan dengan 
mekanisme yang telah berjalan.”44 
  
Salah seorang ketua Fraksi DPRD Kabupaten Tulungagung, yakni Pak Imam ketua 
fraksi Gerindra menambahkan, bahwa : 
“Ketika akan melakukan pengawasan dengan cara sidak, maka hal yang harus 
dipersiapkan adalah mencari lokasi-lokasi yang akan disidak dengan 
merapakatkan bersama mitra kerja atau anggota komisi serta pihak-pihak yang 
terlibat dalam sidak tersebut.”45 
                                               
44 Hasil wawancara dengan Pak Asrori, ketua Komisi C DPRD Kabupaten Tulungagung, pada 22 Maret 2021 





Pengawasan yang dilakukan oleh Komisi C DPRD Kabupaten Tulungagung ini 
juga mendapat respon positif dari perangkat Desa Bendosari. Mereka menerima dengan 
baik dan secara terbuka karena sudah memahami tupoksi dari DPRD. Hal inipun juga 
diungkapkan oleh Pak Arifin selaku Bendahara Desa Bendosari, bahwa: 
“Ketika ada pengawasan yang dilakukan oleh DPRD, seluruh perangkat Desa 
Bendosari menerima dengan sangat terbuka, karena sebenarnya semua itu 
adalah mitra kerja. Jika memang mereka memiliki hak untuk mengawasi dan 
sesuai dengan peraturan kenapa harus ditolak? Justru hal itu sangat bagus, 
karena dengan adanya pengawasan dari berbagai pihak, maka penyelewengan 
akan lebih dapat diminimalisir dan membuat desa akan lebih hati-hati utamanya 
dalam mengelola keuangan desa. Dari perangkat Desa Bendosari semua juga 
sudah melaksanakan tugasnya dengan baik dan berusaha setransparan mungkin, 
jadi tidak ada yang perlu ditakutkan atau dikhawatirkan jika ada sidak dari 
DPRD.”46 
 
Selain dari pihak perangkat desa yang menyalurkan BLT-DD, masyarakat 
penerima BLT-DD pun merespon positif dengan adanya pengawasan yang dilakukan 
oleh DPRD Kabupaten Tulungagung, hal inipun seperti yang diungkapkan oleh salah 
                                               




satu narasumber yang menerima BLT-DD di Desa Bendosari, yakni Pak Suyadi yang 
mengatakan bahwa: 
“Pengawasan yang dilakukan oleh Komisi C DPRD Kabupaten 
Tulungagung  sudah baik. Hal ini memang perlu karena DPRD sebagai wakil 
rakyat memang harus seperti itu, ketika ada program-program atau kegiatan 
yang dilakukan untuk masyarakat DPRD harus ikut terlibat dan harus 
melakukan kerjanya tersebut dengan baik”.47 
 
Dari tanggapan yang diberikan oleh perangkat Desa Bendosari dan masyarakat 
penerima BLT-DD terhadap pengawasan yang dilakukan oleh Komisi C DPRD 
Kabupaten Tulungagung menunjukkan bahwa tidak ada penolakan atau rasa keberatan 
dengan adanya pengawasan tersebut. Masyarakat dan perangkat desa merespon positif 
selama DPRD menjalankan tugasnya dengan baik dan sudah sesuai dengan aturan yang 
ada. 
Menurut Pak Marsono, selaku ketua DPRD Kabupaten Tulungagung, pengawasan 
yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Tulungagung dapat dikatakan berhasil bukan 
karena ditemukan banyaknya pelanggaran, tetapi justru jika tidak ditemukan 
pelanggaran itu yang berhasil. Karena tanpa melakukan tindakan pengawasan, mereka 
yang diawasi sudah sadar diri dan berhati-hati. Selain itu, apabila ditemukan 
kejanggalan, kejanggalan tersebut dapat segera diluruskan. 
                                               





Gambar 5.5 Sidak BLT-DD Komisi C DPRD Kab. Tulungagung di Desa Bendosari 
Sumber : Arsip DPRD Kabupaten Tulungagung 
 
Hasil pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan penyaluran BLT-DD akan 
dibandingkan dengan target atau kriteria yang telah ditetapkan dan hasilnya akan 
dijadikan penilaian untuk menentukan apakah kinerja perangkat desa sudah sesuai 
dengan peraturan dan harapan dari masyarakat atau belum. Dari penilaian kinerja 
penyaluran BLT-DD di Desa Bendosari tidak ditemukan adanya penyelewengan atau 
keluhan dari masyarakat Desa Bendosari. Seperti yang diungkapkan oleh Pak Asrori, 
selaku ketua Komisi C DPRD Kabupaten Tulungagung, bahwa : 
“Kalau di Tulungagung selama ini aman terus, tidak ada masalah-masalah atau 
penyelewengan dana. Kalaupun ada pasti akan langsung kami tindak lanjuti.”.48 
                                               




BLT-DD diberikan kepada masyarakat yang tidak menerima bantuan Program 
Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja dimasa pandemi 
Covid-19. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, penerima BLT-
DD meresponnya dengan tanggapan yang positif. Sikap positif tersebut ditunjukkan 
dengan selalu datang tepat waktu pada saat penyaluran BLT-DD. Selain itu, mereka 
juga merasa terbantu karena sejak ada virus Covid-19 penghasilan mereka menurun. 
Hal ini seperti yang diungkapkan oleh salah satu narasumber yaitu Bu Sriatin, bahwa: 
“Dengan adanya bantuan ini saya merasa terbantu, karena pekerjaan saya kan 
bersih-bersih sekolah, tetapi karena sekarang ada Covid-19, anak-anak tidak 
sekolah jadi  juga tidak membersihkan sekolah setiap hari dan otomatis upah 
yang saya dapatkan berkurang daripada biasanya. Dengan adanya bantuan ini 
jadi menambah penghasilan tambahan buat bayar kebutuhan di rumah dan 
kebutuhan anak yang membutuhkan kuota untuk belajar.”49 
 
Hal ini selaras dengan yang diungkapkan ole Pak Aksan sebagai salah satu 
penerima BLT-DD, bahwa semenjak terjadi wabah Covid-19 yang menyebabkan 
banyak kegiatan yang harus dilakukan di rumah, Pak Aksan yang memiliki usaha 
bengkel body repair mengalami penurunan penghasilan karena beberapa pelanggannya 
yang memilih menyisihkan uangmya untuk membeli kebutuhan rumah daripada untuk 
memodifikasi kendaraan yang dimilikinya di bengkel Pak Aksan. Sehingga dengan 
                                               




adanya BLT-DD, Pak Aksan merasa lebih terbantu untuk memenuhi kebutugan sehari-
hari. Tanggapan dari masyarakat yang positif ini mengindikasikan bahwa dengan 
adanya BLT-DD, cukup membantu masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi 
dimasa pandemi Covid-19. 
Masyarakat juga merasa bahwa bantuan yang berbentuk uang tunai lebih 
bermanfaat daripada bantuan yang berbentuk sembako atau barang-barang lainnya. Hal 
ini disebabkan oleh bantuan yang berbentuk uang akan lebih berguna karena 
masyarakat dapat membeli sendiri barang yang mereka butuhkan menggunkan uang 
yang didapat dari pemerintah. Sedangkan jika bantuan diberikan dalam bentuk barang, 
belum tentu barang yang diberikan kepada masyarakat belum tentu berkualitas bagus 
dan jika diuangkan belum tentu sebanding dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh 
masyarakat. Dengan demikian, dari hasil temuan penulis dapat disimpulkan bahwa 
masyarakat sangat merespon positif dengan adanya BLT-DD dan adanya BLT-DD 
tersebut dapat dikatakan sangat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan ekonomi 
dimasa pandemi Covid-19. 
Secara umum, dari kinerja pengawasan yang dilakukan oleh Komisi C DPRD 
Kabupaten Tulungagung di Desa Bendosari menghasilkan kesimpulan bahwa 
penyaluran BLT-DD yang dilakukan oleh perangkat Desa Bendosari sudah berjalan 
dengan baik. Tidak ditemukan adanya indikasi penyelewengan dana untuk kepentingan 
pribadi peragkat desa dan pihak yang terlibat ataupun terdapat penerima manfaat yang 
mendapatkan bantuan dobel dari pemerintah. Namun, apabila ditemukan pelanggaran 




lembaga legislatif adalah komisi atau panitia khusus yang melakukan pengawasan 
mempertemukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berwenang dengan pihak-
pihak yang terlibat melakukan pelanggaran untuk diklarifikasikan. Dalam hal ini, peran 
DPRD adalah sebagai mediator, karena DPRD tidak memiliki hak untuk 
menyelesaikan atau memutuskan suatu permasalahan. 
 
5.4 Tindakan Koreksi 
Desa Bendosari merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Ngantru 
Kabupaten Tulungagung. Dalam rangka membantu masyarakat dimasa pandemi 
Covid-19, sesuai dengan anjuran dari pemerintah pusat, maka Desa Bendosari juga 
melakukan refocusing anggaran dana desa untuk pemberian BLT-DD kepada 
masyarakat yang tidak menerima bantuan PKH, bantuan sembako, dan kartu pra kerja. 
Jumlah keluarga penerima manfaat BLT-DD di Desa Bendosari sejumlah 134 Keluarga 
Penerima Manfaat (KPM) dengan anggaran dana desa sebesar  Rp. 361.800.000,- yang 
disalurkan selama 6 (enam) bulan dengan rincian sebagai berikut: 
Tabel 10.5 
 Rincian Penyaluran BLT-DD di Desa Bendosari Tahun Anggaran 2020 








Mei 10 Juni 2020 600.000 134 KPM 
Juni 23 Juni 2020 600.000 134 KPM 
Juli 10 September 2020 300.000 134 KPM 
Agustus 10 September 2020 300.000 134 KPM 
September 10 September 2020 300.000 134 KPM 
Sumber : Pemerintah Desa Bendosari 
Refocusing anggaran dana desa yang digunakan untuk program BLT-DD 
menjadikan pemerintah Desa Bendosari harus mengurangi bahkan mengesampingkan 
terlebih dahulu kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh desa. Hal ini dikarenakan 
anggaran yang digunakan untuk program BLT-DD cukup besar dan pemerintah desa 
wajib menyalurkan bantuan sesuai instruksi dari pemerintah pusat. Seperti yang 
diungkapkan oleh Pak Arifin selaku bendahara Desa Bendosari bahwa: 
“Untuk kendala tidak ada, karena seperti yang saya bilang bahwa seluruh 
perangkat desa bekerja bersama dan saling membantu. Tetapi yang membuat 
sedikit bingung adalah melakukan pengurangan-pengurangan anggaran yang 
cukup besar karena penerima manfaat BLT-DD ada banyak. Jadi di anggaran 




pemberdayaan masyarakat, ataupun pembiayaan lain seperti di tahun anggaran 
2021 dengan penerima manfaat BLT-DD yang lebih sedikit”.50 
 
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, dalam pasal 32A ayat 5 
disebutkan bahwa besaran BLT Dana Desa yang diberikan kepada masyarakat sebesar 
Rp. 600.000,- untuk bulan pertama sampai dengan bulan ketiga per keluarga penerima 
manfaat dan sebesar Rp. 300.000,- untuk bulan keempat sampai dengan bulan 
kesembilan per keluarga penerima manfaat. Namun, karena anggaran dana desa yang 
dimiliki desa-desa di Kabupaten Tulungagung sudah habis di bulan September 2020, 
maka sesuai kesepakatan kepala-kepala desa di Kabupaten Tulungagung, pemberian 
BLT-DD di bulan Oktober hingga Desember ditiadakan dan akan mulai diberikan lagi 
di bulan Januari 2021. 
Agar anggaran dana desa yang digunakan untuk pemberian BLT-DD dapat segera 
cair dan diberikan ke masyarakat, maka pemerintah desa melakukan beberapa 
mekanisme, yaitu: 
1. Membuat pengajuan pencairan ke Bank Jatim; 
2. Menunggu konfirmasi dari Bank Jatim; 
                                               




3. Setelah dikonfirmasi, maka dana bisa diambil sesuai dengan jumlah penerima 
manfaat; 
4. Dana langsung disalurkan ke penerima manfaat paling lambat satu hari setelah 
dana masuk rekening desa. 
Pemerintah Desa Bendosari juga menanggapi program BLT-DD ini dengan respon 
positif. Pemerintah desa berharap bahwa dengan adanya BLT-DD ini dapat membantu 
masyarakat dimasa pandemi Covid-19 yang menyebabkan pendapatan masyarakat 
sedikit berkurang. Selain itu, pemerintah desa Bendosari  juga berharap dengan adanya 
BLT-DD ini, perekonomian masyarakat Desa Bendosari lebih meningkat dan tetap 
dapat membeli kebutuhan sehari-hari mereka. 
Menurut masyarakat yang menerima BLT-DD di Desa Bendosari, penyaluran 
BLT-DD di Desa Bendosari sudah berjalan dengan baik dan sesuai aturan.  Hal ini 
seperti yang diungkapkan oleh Pak Agus Susanto, salah satu penerima manfaat BLT-
DD di Desa Bendosari yang mengatakan bahwa: 
“Penyaluran BLT-DD di Desa Bendosari ini sudah rutin dilakukan disetiap 
bulan dan jumlahnya ada yang Rp. 600.000,- dan Rp. 300.000,-. Hanya ada 
beberapa bulan terakhir di akhir tahun 2020 yang tidak mendapatkan 
bantuan.”51 
Pernyataan dari Pak Agus Susanto ini juga selaras dengan yang diungkapkan oleh 
Ibu Lilik Kristiani, salah satu penerima manfaat BLT-DD di Desa Bendosari bahwa : 
                                               




“Iya, sudah rutin setiap bulan saya selalu mendapatkan bantuan. Alhamdulillah 
lancar pencairannya juga sudah tepat sasaran menurut saya”.52 
 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dari adanya kerja sama yang baik 
antar perangkat desa dengan tokoh masyarakat serta pihak-pihak berwenang yang 
terlibat dalam proses pengajuan hingga penyaluran BLT-DD penyaluran BLT-DD di 
Desa Bendosari, pelaksanaan program BLT-DD di Desa Bendosari sudah dapat 
dikatakan baik dan tepat sasaran. Apabila terjadi masalah pada saat proses pencairan 
dana desa ke Bank Jatim hingga penyaluran ke masyarakat, perangkat Desa Bendosari 
saling bahu membahu untuk membantu menyelesaikan masalah, sehingga masalah 
yang terjadi cepat terselesaikan dan dana bantuan segera tersalurkan ke masyarakat. 
Hal ini dikarenakan menurut Pak Arifin, pemerintah Desa Bendosari sangat berharap 
dengan adanya BLT-DD ini masyarakat akan lebih terbantu perekonomiannya. 
Sehingga desa sebagai penyalur akan berusaha sebaik mungkin untuk mewujudkan 
masyarakat yang lebih sejahtera melalui program BLT-DD ini. 
Setelah satu tahun anggaran berlalu, maka hal yang pasti dilakukan oleh 
penyelenggara pemerintahan dalam mengelola dana desa adalah melakukan 
pertanggungjawaban oleh pihak-pihak yang terlibat. Pertanggungjawaban pengelolaan 
dana desa di Desa Bendosari dilakukan dengan cara membuat laporan 
pertanggungjawaban yang didampingi oleh tim dari kecamatan dan pendamping desa. 
                                               




Apabila laporan pertanggung jawaban sudah selesai, maka selanjutnya laporan tersebut 
dikirim ke kecamatan yang selanjutnya akan diteruskan ke Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Tulungagung. 
Berdasarkan uraian diatas, penggunaan dana desa di Desa Bendosari mulai dari 
perencanaan hingga pertanggungjawaban dapat dikatakan sudah cukup baik. Karena 
dalam perencanaannya selalu melibatkan musywarah bersama masyarakat dan selalu 
tertib dalam penyampaian laporan pertanggung jawaban realisasi penggunaan dana 
desa. Namun, dengan adanya pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan penyaluran 
BLT-DD, dapat dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan sistem pelaporan, 
pelaksanaan program, dan kinerja dari perangkat desa.  
Hasil pengawasan di Desa Bendosari yang dilakukan oleh Komisi C DPRD 
Kabupaten Tulungagung tidak ditemukan adanya indikasi penyelewengan, namun 
pengawasan dapat dikatakan kurang maksimal karena ranah pengawasan yang dimiliki 
DPRD dalam penyaluran BLT-DD lemah dan adanya kelebihan anggaran yang 
seharusnya menggunakan maksimal dana desa 30% untuk pemberian BLT-DD 
sejumlah Rp. 247.673.100,- tetapi dialokasikan sejumlah  Rp. 361.800.000,- yang 
berarti hal ini dana desa yang dialokasikan untuk pemberian BLT-DD sebanyak 43,8% 







            
6.1 Kesimpulan      
Hasil akhir dari penelitian tentang pengawasan komisi C DPRD Kabupaten 
Tulungagung terhadap penyaluran program BLT-DD dengan studi kasus di Desa 
Bendosari Kecamatan Ngantru dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Pengawasan adalah suatu tindakan atau langkah yang dilakukan oleh pihak 
yang berwenang untuk mengawasi sebuah program dan/atau pekerjaan 
agar dapat berjalan sesuai dengan rencana awal serta dapat memberikan 
manfaat yang besar untuk orang lain. Sebelum melaksanakan pengawasan, 
sebagai institusi negara yang memiliki dasar hukum, DPRD memiliki 
standar pengawasan agar anggota DPRD yang ditugaskan untuk 
melakukan pengawasan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan 
terarah. Dalam mengawasi pelaksanaan penyaluran BLT-DD di Desa 
Bendosari Kecamatan Ngantru, pengawasan difokuskan kepada proses 
penyaluran BLT-DD di dan kinerja perangkat desa yang bertugas dalam 
pelaksanaan penyaluran BLT-DD. Sasaran pengawasan ini berkaitan 
dengan hal-hal yang konkret seperti memantau atau mencermati 
pelaksanaan penyaluran BLT-DD yang sedang berlangsung di Desa 
Bendosari. Kemudian untuk standar pengawasan yang menjadi acuan 





sesuai aturan dari Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan Tranmigrasi Republik Indonesia No.6 Tahun 2020, 
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
156/PMK.07/2020 serta Peraturan Bupati Tulungagung No.63 Tahun 2020 
sudah turut membantu mensejahterakan masyarakat dimasa pandemi 
Covid-19 atau belum. 
2. Pengukuran kerja oleh Komisi C DPRD Kabupaten Tulungagung dilakukan 
dengan mengetahui bagaimana mekanisme penyaluran BLT-DD di Desa 
Bendosari, sejauh mana kebermanfaatan BLT-DD untuk masyarakat, dan 
apakah ada komplain dari masyarakat mengenai mekanisme atau penerima 
manfaat BLT-DD yang ada di Desa Bendosari bersama dengan dinas sosial 
yang merupakan mitra kerja Komisi C dan juga menangani langsung terkait 
pemberian bantuan-bantuan untuk masyarakat dimasa pandemi dari 
pemerintah. Namun, dalam melakukan pengawasan terhadap penyaluran 
BLT-DD, ranah pengawasan yang dimiliki oleh DPRD Kabupaten 
Tulungagung dapat dikatakan lemah karena tidak memiliki landasan hukum 
lain selain yang tercantum dalam pasal 153 ayat 1 huruf b UU No.23 tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 343 UU No. 27 Tahun 2009 
tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. 
3. Pengawasan terhadap BLT-DD dilakukan oleh oleh Komisi C DPRD 
Kabupaten Tulungagung yang membawahi bidang keuangan dan 




keuangan yang tercantum atau ditransfer melalui APBD kabupaten/kota 
dan dana yang dianggarkan untuk BLT-DD merupakan dana re-focusing 
anggaran yang digunakan untuk mengatasi masalah terkait kesehatan 
masyarakat. Hasil pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan penyaluran 
BLT-DD akan dibandingkan dengan target atau kriteria yang telah 
ditetapkan dan hasilnya akan dijadikan penilaian untuk menentukan apakah 
kinerja perangkat desa sudah sesuai dengan peraturan dan harapan dari 
masyarakat atau belum. Dari penilaian kinerja penyaluran BLT-DD di 
Desa Bendosari oleh Komisi C DPRD Kabupaten Tulungagung tidak 
ditemukan adanya penyelewengan atau keluhan dari masyarakat Desa 
Bendosari.  
4. Pengawasan yang oleh Komisi C DPRD Kabupaten Tulungagung terhadap 
pelaksanaan penyaluran BLT-DD di Desa Bendosari dilakukan dengan 
cara melihat anggaran dana desa kemudian mencocokkannya dengan 
aturan pengalokasian untuk BLT-DD dan sidak lokasi ketika penyaluran 
BLT-DD berlangsung. Hasil kajian DPRD terhadap pelaksanaan 
penyaluran BLT-DD dapat dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan 
sistem pelaporan, pelaksanaan program, dan kinerja dari perangkat desa. 
Hasil pengawasan di Desa Bendosari tidak ditemukan adanya indikasi 
penyelewengan, Namun, dengan adanya kelebihan anggaran yang 
seharusnya menggunakan maksimal dana desa 30% untuk pemberian BLT-




DPRD Kabupaten Tulungagung khususnya Komisi C, maka pengawasan 
yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Tulungagung tersebut dapat 
dikatakan kurang maksimal.  
 
6.2 Saran 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pengawasan DPRD 
Kabupaten Tulungagung terhadap penyaluran program BLT-DD dengan studi kasus di 
Desa Bendosari Kecamatan Ngantru, maka penulis dapat menuliskan beberapa saran 
sebagai berikut: 
1. Untuk penelitian selanjutnya dengan tema yang sama dan pengawasan oleh 
DPRD yang lemah, peneliti dapat berkolaborasi dengan Dinas Sosial, 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, atau OPD lain yang terlibat 
dalam penyaluran BLT-DD; 
2. DPRD ketika melakukan pengawasan langsung ke lapangan pada saat 
proses pendataan penerima BLT-DD, pengajuan pencairan dana, hingga 
penyaluran BLT-DD dapat melakukan kerja sama dengan Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan badan legislatif di tingkat 
desa  agar pengawasan yang dilakukan dapat lebih optimal. 
4. Proses pengelolaan dana desa, utamanya dalam penyaluran BLT-DD, 
pemerintah Desa Bendosari harus mengikuti prosedur serta mekanisme 
yang ditetapkan dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis 




5. Pemerintah Desa Bendosari harus mengurangi jumlah penerima manfaat 
BLT-DD agar tidak melebihi batas anggaran yang ditetapkan melalui 
peraturan Bupati Tulungagung dengan tetap mempertahankan kualitas 
mekanisme penyaluran BLT-DD dan harus tetap konsisten untuk 
memberikan BLT-DD secara utuh, yaitu Rp.300.000,- setiap bulan selama 
12 bulan di tahun anggaran 2021. 
6. Perangkat Desa Bendosari, masyarakat, dan seluruh pihak yang terlibat 
harus dapat bekerjasama dengan baik dalam mengelola dana desa, 
utamanya dalam pelaksanaan program BLT-DD, karena BLT-DD 
merupakan salah satu bantuan yang diberikan kepada masyarakat dengan 
anggaran yang cukup besar dengan tujuan dapat membantu meringankan 
beban ekonomi masyarakat dimasa pandemi Covid-19. 
7. Masyarakat perlu menanyakan secara langsung kepada perangkat Desa 
Bendosari apabila terdapat hal-hal yang belum jelas sehingga tidak terjadi 
kesalahpahaman. 
8.  Apabila ditemukan kejanggalan-kejanggalan yang terjadi dalam penyaluran 
BLT-DD, masyarakat perlu untuk melaporkannya kepada pihak yang 
berwenang, seperti BPD atau DPRD agar program BLT-DD yang berjalan 
dapat sesuai dengan prosedur. 
9. Sebaiknya pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa 
dan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan BLT-DD tidak hanya 




dipublikasikan ke masyarakat melalui website desa atau sosial media yang 
dimiliki desa, dan juga dapat dipublikasikan melalui media baliho atau 
dokumen yang kemudian ditempel di kantor desa agar masyarakat dapat 
mengetahui untuk apa dana di desa tempat mereka tinggal digunakan. 
Selain itu, hal ini juga bertujuan agar akuntabilitas dan transparansi dalam 
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14. Daftar Pertanyaan Wawancara 
Wawancara 1 
 
Wawancara dengan Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung 
Bapak Marsono, S.Sos. 
 
1. Bagaimana mekanisme kerja yang diterapkan oleh DPRD Kab. Tulungagung? 
Apakah ada perbedaan ketika sebelum pandemi dan sesudah pandemi Covid-
19? 
2. Bagaimana proses pengawasan yang dilakukan DPRD Kab. Tulungagung agar 
dapat menciptakan kualitas pelayanan yang baik sekaligus mensejahterakan 
masyarakat? 
3. Landasan hukum apa yang digunakan oleh DPRD Kab. Tulungagung ketika 
melakukan proses pengawasan? 
4. Selama melakukan pengawasan, adakah faktor yang menjadi penghambat 
kinerja DPRD Kab. Tulungagung? 
5. Ketika melakukan pengawasan, apabila ditemukan penyimpangan pelaksanaan 
atau hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, apa yang akan 
dilakukan oleh DPRD Kab. Tulungagung untuk menindaklanjuti hal tersebut? 
6. Bagaimana koordinasi dan laporan kinerja dari Pemkab Tulungagung kepada 
DPRD Kab. Tulungagung? 
7. Selama masa pandemi Covid-19, pemerintah memberikan berbagai bantuan 
kepada masyarakat, salah satunya pemberian BLT-DD. Bagaimana pendapat 
bapak terkait hal tersebut? 
8. Terkait pengawasan DPRD Kab. Tulungagung terhadap pelaksanaan program 
BLT-DD menururt artikel dari TimesIndonesia dilakukan oleh Komisi C yang 
membawahi Bidang Keuangan dan Kesehatan, lalu bagaimana tanggapan 
bapak terkait kinerja  yang dilakukan oleh Komisi C dalam mengawasi 
pelaksanaan program BLT-DD tersebut? 
9. Selain pengawasan yang dilakukan oleh Komisi C, adakah panitia khusus 
lainnya yang ditugaskan untuk mengawasi pelaksanaan program BLT-DD? 
10. Apakah DPRD Kab. Tulungagung pernah melakukan reses untuk menanyakan 









Wawancara dengan Ketua Komisi C (Bidang Keuangan dan Kesehatan) 
DPRD Kabupaten Tulungagung 
Bapak Asrori 
 
1. Bagaimana mekanisme kerja yang diterapkan oleh DPRD Kab. Tulungagung? 
Apakah ada perbedaan ketika sebelum pandemi dan sesudah pandemi Covid-
19? 
2. Bagaimana koordinasi dan laporan kinerja dari Pemkab Tulungagung kepada 
DPRD Kab. Tulungagung? 
3. Selama masa pandemi Covid-19, pemerintah memberikan berbagai bantuan 
kepada masyarakat, salah satunya pemberian BLT-DD. Bagaimana pendapat 
bapak terkait hal tersebut? 
4. Apa dasar hukum dari pelaksanaan pengawasan yang dilakuka oleh DPRD Kab. 
Tulungagung? 
5. Bagaimana proses pengawasan yang dilakukan oleh Komisi C DPRD Kab. 
Tulungagung terhadap pelaksanaan program BLT-DD? 
6. Bagaimana hasil pengawasan terhadap pelaksanaan program BLT-DD yang 
dilakukan oleh Komisi C DPRD Kab. Tulungagung? 
7. Selama melakukan pengawasan terhadap BLT-DD, adakah faktor yang menjadi 
penghambat kinerja Komisi C DPRD Kab. Tulungagung? 
8. Ketika melakukan pengawasan terhadap BLT-DD, apakah pernah ditemukan 
penyelewengan atau hal-hal yang tidak sesuai aturan? Jika ditemui ada 
penyelewengan, apa yang kemudian dilakukan untuk menindaklanjuti hal 
tersebut?  
9. Apakah DPRD Kab. Tulungagung pernah melakukan reses untuk menanyakan 







Wawancara dengan Sekretaris DPRD Kabupaten Tulungagung 
Bapak Sudarmaji 
 
1. Anggota DPRD Tulungagung berasal dari fraksi apa saja dan dapil mana saja? 
2. Bagaimana mekanisme kerja yang diterapkan oleh DPRD Kab. Tulungagung? 
Apakah ada perbedaan ketika sebelum pandemi dan sesudah pandemi Covid-
19? 
3. Bagaimana proses kinerja yang dilakukan DPRD Kab. Tulungagung, utamanya 
dalam melaksanakan fungsi pengawasan agar dapat menciptakan kualitas 
pelayanan yang baik sekaligus mensejahterakan masyarakat? 
4. Bagaimana koordinasi dan laporan kinerja dari Pemkab Tulungagung kepada 
DPRD Kab. Tulungagung? 
5. Selama masa pandemi Covid-19, pemerintah memberikan berbagai bantuan 
kepada masyarakat, salah satunya pemberian BLT-DD. Bagaimana pendapat 
bapak terkait hal tersebut? 
6. Terkait pengawasan DPRD Kab. Tulungagung terhadap pelaksanaan program 
BLT-DD menururt artikel dari TimesIndonesia dilakukan oleh Komisi C yang 
membawahi Bidang Keuangan dan Kesehatan, lalu bagaimana tanggapan 
bapak terkait kinerja  yan`g dilakukan oleh Komisi C dalam mengawasi 
pelaksanaan program BLT-DD tersebut? 
7. apa dasar hukum dari pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD 
Kab. Tulungagung? 
8. Apa saja kendala-kendala yang dirasakan selama mempersiapkan seluruh 







Wawancara dengan Ketua Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F.Gerindra) 
DPRD Kabupaten Tulungagung 
Bapak Imam Sapingi, S.Pd. 
 
1. Bagaimana mekanisme kerja yang diterapkan oleh DPRD Kab. Tulungagung? 
Apakah ada perbedaan ketika sebelum pandemi dan sesudah pandemi Covid-
19? 
2. Bagaimana proses pengawasan yang dilakukan DPRD Kab. Tulungagung agar 
dapat menciptakan kualitas pelayanan yang baik sekaligus mensejahterakan 
masyarakat? 
3. Landasan hukum apa yang digunakan oleh DPRD Kab. Tulungagung ketika 
melakukan proses pengawasan? 
4. Selama melakukan pengawasan, adakah faktor yang menjadi penghambat 
kinerja DPRD Kab. Tulungagung? 
5. Ketika melakukan pengawasan, apabila ditemukan penyimpangan pelaksanaan 
atau hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, apa yang akan 
dilakukan oleh DPRD Kab. Tulungagung untuk menindaklanjuti hal tersebut? 
6. Bagaimana koordinasi dan laporan kinerja dari Pemkab Tulungagung kepada 
DPRD Kab. Tulungagung? 
7. Selama masa pandemi Covid-19, pemerintah memberikan berbagai bantuan 
kepada masyarakat, salah satunya pemberian BLT-DD. Bagaimana pendapat 
bapak terkait hal tersebut? 
8. Terkait pengawasan DPRD Kab. Tulungagung terhadap pelaksanaan program 
BLT-DD menururt artikel dari TimesIndonesia dilakukan oleh Komisi C yang 
membawahi Bidang Keuangan dan Kesehatan, lalu bagaimana tanggapan 
bapak terkait kinerja  yang dilakukan oleh Komisi C dalam mengawasi 
pelaksanaan program BLT-DD tersebut? 
9. Apakah DPRD Kab. Tulungagung pernah melakukan reses untuk menanyakan 








Wawancara dengan Kepala Desa Bendosari 
Bapak Munarto 
 
1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan program BLT-DD di desa Bendosari? 
2. Berapa alokasi anggaran dana desa yang digunakan untuk program BLT-DD? 
Dan berapa jumlah penerima manfaat BLT-DD? 
3. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan program BLT-DD di Desa 
Bendosari? 
4. Apa saja hal yang dipersiapkan desa Bendosari dalam melaksanakan program 
BLT-DD dan menurut bapak/ibu, sejauhmana pencapaian pelaksanaan program 
BLT-DD di Desa Bendosari? 
5. Apa yang menjadi kendala Pemdes Bendosari dalam melaksanakan program 
BLT-DD? 
6. Sebagai Kepala Desa, apa tugas bapak/ibu dalam pelaksanaan program BLT-
DD? 
7. Sejauh ini, apa saja hasil yang telah dicapai dari pelaksanaan program BLT-
DD? Dan apakah dalam proses penyalurannya BLT-DD sudah sesuai dengan 
Juklak dan Juknis yang berlaku? 
8. Apakah ada manfaat yang diterima Pemdes ketika melaksanakan program 
BLT-DD? 
9. Apakah Pemdes juga ikut mengajak masyarakat untuk saling mengawasi 
pelaksanaan program BLT-DD? 
10. Bagaimana respon masyarakat terhadap program BLT-DD ini? Apakah pernah 
ada keluhan atau komplain dari masyarakat terkait program BLT-DD? Jika ada, 
apa yang kemudian dilakukan Pemdes untuk menindaklanjuti hal tersebut? 
11. Dengan adanya BLT-DD, apakah masyarakat Desa Bendosari yang menerima 
bantuan sudah dapat dikatakan lebih sejahtera? 
12. Bagaimana harapan bapak terhadap adanya BLT-DD ini 
13. DPRD Kab. Tulungagung melakukan pengawasan di beberapa desa terkait 
pelaksanaan program BLT-DD, apakah ada pengawasan dari DPRD Kab. 
Tulungagung terhadap penyaluran BLT-DD di Desa Bendosari? Lalu 
bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap pengawasan yang dilakukan oleh 
DPRD Kab. Tulungagung tersebut? 
14. Bagaimana koordinasi antara Pemdes Tiudan dengan DPRD Kab. Tulungagung 
yang melakukan fungsi pengawasan dalam program BLT-DD? 







Wawancara dengan Masyarakat Penerima Manfaat BLT-DD 
 
1. Selama terjadi pandemi Covid-19, adakah perubahan-perubahan yang 
bapak/ibu rasakan utamanya dalam bidang ekonomi? jika ada, apa saja 
perubahan-perubahan tersebut? 
2. Untuk membantu masyarakat dimasa pandemi, pemerintah memberikan 
berbagai macam bantuan, salah satunya BLT-DD. Menurut bapak/ibu, 
bagaimana terkait program BLT-DD tersebut? 
3. Apakah bapak/ibu menerima BLT-DD rutin setiap bulannya? 
4. Apakah ada dampak positif atau manfaat yang bapak/ibu rasakan setelah 
menjadi penerima BLT-DD? 
5. Bagaimana menurut bapak/ibu terkait penyaluran BLT-DD yang dilakukan di 
desa tempat anda tinggal? 
6. Apakah bapak/ibu tahu jika DPRD Kab. Tulungagung ikut mengawasi program 
BLT-DD ini? Apa harapan bapak/ibu kepada DPRD Kab. Tulungagung sebagai 
pihak yang ikut mengawasi pelaksanaan program BLT-DD? 
7. Apa harapan bapak/ibu ke depannya untuk Pemdes dalam melaksanakan 
program BLT-DD ini? 
 
 
 
